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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Pendlitian
1. Gambaran Umum
Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 adalah salah satu wilavah kerja camat

sebagai perangkat dacrah Kota Lubuklinggau yang berkedudukan di wilayah kerja
Kota Lubuklinggau. Luas wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur I 139041 Ha.
dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara - Kecamatan Lubuklinggau Utara Il

- Selatan : Kecamatan Lubuklinggau Selatan |

- Timuar : Kecamatan Lubuklinggau Selatan 11

- Barat : Kecamatan Lubuklinggau Timur 11

Selain iu Kecamatan Lubukiinggau Timur | juea terdiri dan 8 kelurahan

yaitu;
I. Kel. Taba jemekeh : 920,28 Ha
2. Kel. Taba Koji :9.81 Ha
3. Kel. Majapahit :39Ha
4 Kel. ArKuti : 199,50 Ha
3. Kel. Watervang : 7425 Ha
6. Kel. Batu Urip Taba :34 Ha
7. Kel. Nikan jaya 3437 Ha
8. Kel. Taba Lestari 29,20 Ha
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Pusat Pemerintahan Kecamatan terletak di Kelurahan Air Kuti sekitar 6
Km dari pusai Pemerintahan Kota Lubuklinggau. Kecamatan Lubuklinggaii Timur |
merupakan dacrah dataran rendah dan memiliki ikiim tropis.

Jumlah Penduduk Kecamatan Lubuklingzau Timur | berdasarkan laporan
terakhir pada tahun 2014 berjumlah 28995 Jiwa yang terdiri dari 7.279 Kepala
Keluarga ( KK ). 14320 Orang laki-laki dan 14.675 Orang perempuan yang
tersebar di 8 kelurahan.

Kecamatan Lubuklinggau Timur | merupakan kecamatan yang luas dengan
penduduk yang heterogen dan berancka ragam. Wilayah Kecamatan Lubuklinggau
Timur 1 termasuk ke dalam wilayah perkotaan dan sebagai salah satu wilayah
penunjang perckonomian kota Lubuklingean dikarenakan wilayah kecamatan
Lubuklinggau Timur | merupakan wilayah sentra perdagangan dan jasa di Kota
Lubuklinggau, hal ni dapat dilihat dari mayoritas mata pencaharian penduduk
Kecamatan Lubuklinggau Timur | adalah karyawan swasta dan aparatur pegawai

negeri sip:l (PNS; seperti yang terlihat dibawah ini:

1. PNS : 850 orang
2. Pedagang : 270 orang
3. TNI/Polri : 40 crang

4. Pengrajin : 23 orang
5. Pensiunan : 115 orang

6. Karyawan Swasta : 10.420 orang

7. Lain-lain : 6.725 orang
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Kondisi sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kecamatan
Lubukimggaun Timur I juga sangat heierogen dan bisa dikatakan terdini dan
berbagai bidang pendidikan. hal ini dapat dilihat dan kondisi pegawai vang terdiri
dari 92 pegawai vang tersebar diwilayah kecamatan dan kelurahan dengan latar
belakang pendidikan SMA, D3. D4 dan S1. Berdasarkan kondisi pegawai tersebut
maka Kecamatan Lubuklinggau Timur I memiliki potensi sumber daya manusia
(SDM) vang memadai daiam melaksanakan program — program kecamatan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Straktur Organisasi Kecamatan Lubuklinggas Timur I

Adapun struktur organisasi Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 adalah
sebagai berikut :

Bagan 4.1

Straktur Organisasi Kecamatan Lubuklinggau Timar 1

CAMAT
HENNY F, S.STP
iabatam Sekretariat Kecamatan
Fungsional TASUM MUDA, S.Sos
i
{ i
Subbag Umum Subbag Keuangan
DESY R, S.Kom YUDHA P, SE
i i i §
Seksi Pemerintahar Kasi Kesos Seksi PMK Seksi Tramtib
AMRA W, 5.5TP NOVAE, SE OKTAV, SP SITI FATIMAH

Sumber : Kantor Caimnat Lubuklinggau Timur |

81
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Aparatur Kecamatan Lubuklinggau Timur ! mempunyai tugas pokok dan
fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Walikota No 12 hun 2010 tentang
Struktur Organisasi Tatza Kepemermtahan (SOTK) vaito:

1. Tugas Pokok Camat

Membantu Walikota Lubuinggau dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan  kehidupan

kemasyarakaan dalam wilayah Kecamatan

S

Fungsi Camat

a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan
keorganisasian dan pembinaan politik dalam negen dalam wilayah
Kecamatan.

b. Pembinaan Pemerintah Desa/ Kelurahan

c. Pembinaan Ketentuan dan Ketertiban Wilayah

d. Pembinaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi
pembinaan dan pengawasan bidang ckonomi, produksi dan
distribusi serta pembinaan sosial.

e. Penyusunan program, pembinaan aministrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga_

3. Sekretaniat dengan tugas

a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan
kegiatan Kecamatan

b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan

administrasi kepegawaian

82
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Penyelenggaraan urasan umum dan periengkapan. keprotokolan dan

hubungan masyarakat

o

d. Penyvelenggaraan ketatalaksanaan. kearsipan dan perpustakaan
kecamatan

¢. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik
penyelenggaraaan pemerintahan umum di kecamatan

f. Pelaksanaan koordinasi. pembinaan. pengendalian. evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan. dan

g. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan, sesuai dengan
tugas dan fungsinya

4. Sub Bagian Umum dengan tugas:

a. Melaksanakan urusan dan tata usaha. surat menyurat. kearsipan dan
kepegawaian

b. Melaksanakan kegiatan keprotokalan dan mengurus perjalanan
dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan
kantor

c. Menghimpun dan mengelola data periengkapan serta menyimpan
dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya

d. Melzksanakan urusan rumah tangga. pemeliharaan perlengkapan.
peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor, dan

€. Melaksanakan tugas-tugas lainnya vang diberikan oleh atasan
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3. Sub Bagian Kcuangan dengan tugas:

a

f

Menghimpun data  dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusonan anggaran Kecamatan

Melaksanakan pengelolaan tata usaha berlaku.

Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan pengurusan gajp dan tunjangan lainnya sesuai
ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan
kontrol keuangan secara periodik.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

6. Secksi Pemerintahan dengan tgas:

a.

b.

Melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Menyilapkan bahan dan menyusun program tekmis pembinaan
pemerintahan Kelurahan / Desa, pembinaan keagrariaan, dan
Menyapkan bahan penyusunan program dalam rangka pembinaan
sosial, politik, pemilu, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa.
Menyiapkan bahan guna pengusulan penetapan / perubahan
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan pemekaran,
penyatuan, dan penghapusan Kelurahan / Desa.

Mclaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.
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7. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan / Desa dengan tugas:

a. Mengumpulkan baban penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang pembangunan perekonomian Kelurahan /
Desa, produkst dan distribusi.

b. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan lingkungan
hidup.

c. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan program pembangunan
di Kelurahan / Desa dan bantuan pembangunan pada Kelurahan /
Desa.

d. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan
kemiskinan dan pembinaan dalam rangka memajukan usaha rakyat
dalam bidang usaha kerajinan, perdagangan dan perindustrian.

e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Camat sesuai
dengan bidang gasnya

8. Seksi Keamanan dan Ketertiban dengan tugas:

a. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman
dan ketertiban umum.

b. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
ketentraman dan ketertiban dibidang sengketa tanah, permasalahan
bangunan dan sengketa lainnya.

¢. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan polisi pamong

praja di tingkat Kecamatan.
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d. Menyiapkan bahan dan koordinasi dengan instasi terkait dalam
rangka pembinaan. pengawasan. dan pelaksznaan perizinan
diwilayah Kecamatan,

e. Melaksanakan tugas lain vang ditctapkan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnya

9. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum dengan tugas:

a. menviapkan bahan penyusunan program pembinaan di bidang
keagamaan, bantuan sostal, peranan wanita, kepemudaan dan olzh
raga. pendidikan dan kebudavaan serta kesejahteraan masyarakat.

b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan terhadap
pengelolaan kekayaan dan inventaris Kelurahan / desa. sarana dan
prasarana fisik dan pelayanan umum. kebersihan dan keschatan
masyvarakat.

c. Menyiapkan bahan pembmaan dan koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka proses perizinan sarana keschatan dan
pemanfaatan sarana pelayanan uroum.

d. Menyiapkan bahan kegiatan dan koordinasi dengan mstansi terkait
dalam rangka pengetahuan bencana alam dan usaha
penanggulangan akibat bencana alam.

e. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan olch Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.
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3. Visi daa Misi Kecamatan Lubuklinggau Timar 1
Dalam rangka mendukung visi Kota Lubuklinggau sebasai Kota vang
madani Modern dan Retligius. Kecamatan Lubuklinggau Timur I mempunyai visi
dan misi sebagai benkut :
VISI :
“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timurlyang
partisipatif. menguasai IPTEK. mempunyai kasadaran yang tinggi dan
berorientasi pembangunan vang berwawasan lingkungan
MISI
» Mewujudkan pelayanan vang efektif dan efisien;
* Meningkatkan efektifitas pelavanan, sarama. pelayanan publik dan
sistem informasi manajemen:
» Mewuyjudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi dalam
penegakan hukum;
* Mewujudkan perangkat Kecamatan Lubuklinggau Timur Iyang
profesional dan berkomitmen tinggi;
* Membangim kemitraan dengan sektor privat dan NGO;
* Pola dan mekanisme pemanfaatan ruang yang sesuai dengan prosedur
hukum vang berlaku_
4. Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 saat
ini berjumlah 82 orang dengan rincian Golongan 1l sebanyak 15 orang, golongan
Il sebanyak 65 orang, dan golongan IV sebanyak 2 orang. Sejumlah aparatur

87
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Walikota No 50 Tahun 2013. Benkut adalah rekapitulasi jumlah pegawai
kecamatan vang menerima TPP berdasarkan golongan -
Tabel 4.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Kecamatan Kelurahan

Yang Menerima TPP Berdasarkan Golongan

X R Golongan

=
=
-

Kocamatan Lubnkiimgesn Timur § -

(¥}
=)
A
to

Jumiah 82

Sumber: Kecamatan Lubuklingeas Timur 1

Berdasarkan kcadaaan jumiah pegawat Kecamatan Lubuklinggau Timur |
pada table diatas dapat digambarkan jumlah besaran anggaran pemberian TPP
untuk tiap bulannya Adapsm berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 22 Tahun
2013 golongan I untuk tiap bulannya Rp 600.000.~, untuk golongan I Rp 680.000.-.
dan golongan HI Rp 800.000.-, untuk golongan IV Rp 1.000.000.-.

Selain berdasarkan golongan pemberian TPP juga berdasarkan esclon pada
jabatan struktural pegawai yang bersangkutan. Berikut adalah jumlah pegawai yang

menerima TPP berdasarkan eselon jabatan yang di emban vakni sebagai berikut :
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Tabel 4.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Kecamatan Kelsrahan

Yang Mencrima TPP Berdasarkan Esclor

PNS Struktural
Instansi Fselon | Eselon | Eselon  Eselon | Nonm
! Y!
ILa IM.b !IVa IVb | Eselon
Kec. Lubuklingzau
! i 2 3 36
Timur | { ‘
; Ei
Jumiah total pegawai 32 orang

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Timur |

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penelii mewawancarai informan dari beberapa
orang pelaksana program yang terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan
Walikota No 30 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai PNS

dan CPNS Kota Lubuklinggau. Deskripsi informan terlihat pada tabel berikut:
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Tabel 43

Informas Peselitian

Identitas
(23

'g!
T
]
%

—
ad
i’

Walikota Lubuklinggau

Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau

Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau

Inspektur Kota Lubuklinggan Kota Lubuklinggau

Kepala BKD Kota Lubuklinggau

Sekretaris camat

Lurah Dalam Kecamatan Lubuklinggau Timur 1

Pegawai Kecamatan Lubuklinggau Timaur 1
Jumlah

OO@\IO\UI&WN—E

ND | e | v | vt | o | o | ot | omm | | et

Scbagaimana tercantum dalam Pedoman Petunjuk Teknis Peraturan
Walikota Lubuklingganu No 350 Tahun 2013 tentang pemberian tambahan
penghasilan pegawai PNS dan CPNS Kota Lubuklinggau, dimana di tingkatSKPD
atau Satuan Kerja tahap-tahap Pemberian TPP dimulai dengan tahapan adalah
sebagai berikut :

1. Kepatehan
a. Iavemtarisasi pegawai

Dimulai dari tahap inventarisir jumlah honor-honor kegiatan (termasuk
uang lembur ) di masing-masing SKPD, pembahasan pada tim anggaran
Eksekutif. Pada setiap SKPD melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan
inventarisasi pegawai berdasarkan golongan, eselon dan jumlah PNS struktural
dan PNS non struktural. Peneliti sesuai dengan hasil wawancara informan 7
dengan hasil wawancara inforrman 7 selaku Pembina kepegawaian pada
sekretariat kecamatan mengetahui rincian Jumlah pegawai pada Kecamatan

Lubuklinggau Timur 1 berdasarkan pada tabel 4.1 jumlah pegawai golongan IV
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berjumlah 2 orang yakni camat serta sekretaris camat, jumlah pegawai golongan
Il cukup banyvak mendominasi vakni kasi di kecamatan. lurah serta sekretaris
furah dan kasi di kelurahan selurshnya berjumiah 63 orang. jumlah pegawai
golongan 11 yakni berjumiah 15 orang.

Jumlah pegawai kecamatan berdasarkan eselon jabatan struktural yakni
eselon Ill.a sebanyak 1 orang yvakni camat. eselon IIL.b vakni 1 orang sekretaris
camat. eselon 1V a kasit kecamatan dan lurah yakni 12 orang dan eselon IV.b
untuk sekretaris lurah dan kasi kelurahan sebanyak 32 orang. Sedangkan jumlah

pegawai non esclon yakni 36 orang.

921
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N JML TIDAK HADIR IML
o NAMA PEGAWAI NIP JABATAN |GOL| HARI HADIR KET
KERJA | DL T8 c S TK

1 |Henny Fitrianty, S.STP 198307102001122001 Camat IV/A 19 3 . 16
2 |Taslim Muda, S.Sos. 196303081985031005 Sekcam IV/A 19 19
3 |Sid Fatimah 195807291985032001 Kasi /D 19 19
4 |Husylro, A 195901271985031003 Lurah 11/D 19 19
5 {Zulyani 196404271986032005 Kasl 111/D 19 19
6 {Nurfatilah 196410171986032004 Lurah 111/D 19 19
7 |Cekmari 196412301989032005 Seklur Il/c 19 19
8 {Herman 195811111978031003 Staf 11/C 19 19
9 |Mgs. Yasin 196308271991031006 Staf 111/C 19 19
10{Ahmad Heru 196412021984031005 Lurah 11/C 19 19
11 {Nuridayanl 196910131990032002 Lurah 11/C 19 19
12 |Nadirsyah, SP 197203012006041002 Lurah 11/C 19 19
13 |Ckta Veliana, SP 197510212008032001 Kasi 11/C 19 15
14 |Nova Efriyanti, SE 197711302008012003 Kasi 111/C 19 19
15 |Leny Yuliana, SE. MM 197907042005012008 Kasl 11/C 19 19
16 |Fitrianto Ramadhona, S.STP 198406252003121002 Lurah . II1/C 19 19
17 |Fitri Anjung Sari Wijayanti, S.STP  1198607032004122001 Lurah HI/C 19 19
18 |Hermawatl 197104111993032004 Kasi 111/B 19 19
19 {Yuliana,S.Ip 197207052006042001 Kasl 111/8 19 19
20 |Linda Desi Andriyani. S.Pd 197312202006042012 Staf By 19 18
21 |Nur Uyuna, SH 197403012005012008 Kasi HI/B 19 18
22 |Handy Hartawan, SH 197802232009031001 Kasi 111/8 19 19
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N IML TIDAK HADIR IML
NAMA PEGAWAI NIP JABATAN |GOL| HARI KET
o KERJA | DL | TB c S TK [HADIR
23 |[Erman Harl Rustam, S.IP 198003172010012010 Kas| m/Bl 19 19
24 |Deko Priambada Algodroe, SH 198004082005011007 Kasi nys| - 19 19
25 [Nijawati, SE 198004262011012003 Kasi my/s| 18 19
26 |Arlawati, SE 198009162007012005 Kasl N IEE) 19
27 |Eka Serl.SE 198202082009012007 Kas| m/s| 19 19
28 |May Suhada, SE, MM 198205272008011002 Kasi mp] 19 19
29 |Yuanita Dian Hayati, SE 198206242003122003 Kas| mm| 19 19
30 [Wenny Anggraini, SE 198206272000122002 Kasi nys| 18 19
31 [Hensi Yunlarti, SE 198206302010012010 Kasi my/s| 19 19
32 [Leo Ismarully, SE 198207232009031002 Kas! mys| 19 19
33 [S.E.O. Nurmala Sari, 5.50s 198210222003122004 Kasi m/s| 19 19
34 {Ardlansyah, SH 198303122010011019 Kasl nys|[ 19 19
35 [Dina Mesalina, S. Sip 198305032010012031 Kas| nys| 19 19
36 |Rian Pusvitasari, ST, MT 198309032008032001 Kas| m/| 19 19
37 |Pebtoria Adiwijaya,S.HI 198402232011011002 Kasi /sl 19 19
38 |Enda Purwihartaty, SE 198405202006042005 Kas| m/s| 19 2 17
39 [Ferliza Emita, S.SI 198407202010012027 Kasi m/e| 19 19
40 |M. Yusuf, SE 198412292005011001 Kasl /Bl 19 19
41 {Umar Diharja, SP 198503062011011006 Kasl mm| 19 16
42 |Riko Fredian, SE 198507242010011018 Kas| m/m| 19 1 18
43 |Agustilawatl,ST 198508132009032001 Kasl nmm| 19 18
44 |Aldil Adha. S.Kom 198509072010011021 Kas nys| 18 19
45 |Nhovalia Mayasar, SE 198511072009032001 Seklur /sl 19 1 18
46 [Feby Hestri Eiviany, S.Kom 198602172011012003 Kasl nys| 19 18
47 [Yudha Pranata, SE 198612152006041002 | Kasubag |lI/B| 19 19
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48 [Amra Wijaya, S.50s 198705172006041003 Kasl mys| 18 7
49 {Raden Muhammd Ismail, SH 198707162006041004 Kasl 111/8 18 18
50 {Nidya Anggraini, S.IP 198811042007012001 Seldur 111/8 19 17
51 |Indra Sapri. SH 196904222012121002 Kasi {II/A 19 19
52 jSabama. SE 197212082006041004 Kasi III/A 19 19
53 {Eka Lastari, SE 198212122008012005 Staf 1I/A 18 19
54 {Veranita, SE 198301222006042007 Kasl 1II/A 18 19
55 |Kgs,Andika Wardana, SE 198303142007011001 Kasi 111/A 19 19
56 |Desl Aryani, SE 198312122008012018 Kasl JA] 19 19
57 |Raferhek, S.Sos 198403302006041003 Kasl III/A 19 19
58 [Leny Dayana, SE 198404162010012030 Kas| NjA| 19 19
59 {Desy Rosmasari, S.Kom 198712292010012014 Kasubag 1II/A 19 19
60 {Melania Zulfi, S.Sos 198802272011012007 Staf /A 19 18
61 |Errada Janesha.SH 198501272011012003 Seklur 1I/A 19 19
62 {Pratama P, S.Kom 198706202012061000 Seklur 111/A 19 19
63 |Henl Sustini, A.Md 197706172010012006 Staf 11/D 18 19
64 |Ismami, A.Md 198503162010012033 Staf I1/D 19 19
65 jReva Meliana, A.Md 198505282010012019 Staf 1I/D 19 19
66 {Devi Septiana, A.Md 198509102010012024 Staf 11/D 19 19
67 [Yuliana 197107011990032001 Staf 11/C 19 19
68 {Mardia 197311102006042003 Staf 11/C 19 19
69 [Tien Aprilia 198104042007012024 Staf 11/C 19 18
70 |Lukmanul Hakim 196608011991041003 Staf 11/8 19 19
71 |Gandi 196406122012121002 Staf II/A 19 19
72 {Hardi 197003082007011007 Staf I/A| 19 19
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N IML TIDAK HADIR IML
NAMA PEGAWAI NIP JABATAN |GOL| HARI : KET

o KERJA | DL | TB | € s TK |HADIR

73 |Desl Arisandi, SE 197502012012122001 Staf IA| 19 19

74 |Ahmad Sherman A 197512142012121002 Staf IWA| 19 19

75 |Zulhana. S.Sos 197811272012122001 Staf WAl 19 19

76 |Sri Wahyuni 197904142012122001 Staf WAl 19 19

77 |Ahmad Heri Wibawa 198306112012121002 Staf IWA| 19 19

78 {Wiwin Efriadi 198403172012121001 Staf IA| 19 19

Sumber : Kecamatan Lubuklinggau Timur 1
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b. Sosialisasi

Sosialisast program Pemberian tambahan penghasilan pecawai dimulat
dari lingkungan pemerintah kota kemudian diteruskan kepada seiuruh SKPD
termasuk dilingkungan kecamatan sampai pada umnit terkecil yakni kelurahan
dengan terlebih dahulu mensosialisasikan perubahan hari dan jam kerja dari hani
kerja mulai dari senin s/d sabtu menjadi mulai hari senin s/d jumat dengan jumiah
jam kerja discsuaikan dgn hari kerja selama 3 hari kerja. Kemudian mempersiapkan
dasar hukum terkait dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai yakni
melalui Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2013 serta Keputusan Walikota
Nomor 22 Tahun 2013 vang mengatur rincian besaran tambahan penghasilan
pegawai bagi PNS/CPNS.

Sosialisasi pemberian TPP dilaksanakan di tingkat Kota oleh Badan
Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Lubuklinggau di
Ruang Rapat Sckda lanta: 2 Setda Kota Lubuklinggau pada tanggal 2 Juli 2013,
dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau. Informan 2 sebagai Ketua
Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyatakan :

*Saya mengundang seluruh Camat dan dinas-dinas terkait untuk sosialisasi
pemberian TPP. Di Ruang Rapat Sckda lantai 2 Setda Kota Lubuklinggan
pada tanggal 2 Juli 2013, dipimpin oleh Pak Sckretaris Dacrah scbagai Ketua
Tim TAPD Pemerintah Kota Lubuklinggau™. (Informan 1, wawancara 13
Maret 20153)

Selanjutnya sosialisasi tidak berhenti hanya di tingkat Kota Sosialisasi
dilaksanakan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.  Sebagaimana

disampaikan informan, kecamatan wajib mengadakan sosialisasi agar program
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pemberian TPP dapat berjalan lancar.
“Kami menckankan kepada seluruh Camat untuk menyelenggarakan sosialisasi
di kecamatan masing- masing...”. {Informan 2, wawancara 13 Maret 2015}

Semua kecamatan melaksanakan sosialisasi.  Seperti dinvatakan oleh
Informan 8 Lurah diwilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur L.

“Sosialisasi tingkat kota diadakan di ruang sidang sekda lantai 2 setda

Kota Lubuklinggan. Kalau sosialisasi di kecamatan, dilaksanakan di aula

kantor kecamatan masing- masing.” (Informan 7. wawancara 14 Maret

2013)

Hal mi dibenarkan oleh Informan 15 pegawai kecamatan Lubuklinggau
Timur I. Sosialisasi Pembenan TPP dilaksanakan di anla Kantor Kecamatan setelah
beliau mengikuti sosialisasi di kabupaten.

7..saya mengikuti sosialisasi pemberian TPP di aula Kamtor Camat
Lubuklingzau Timur 1. Tempatnya di aula Kantor Kecamatan. Sehetulnya acaranya
adalah Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan, dan pada saat itu pula sava
mendapatkan sosialisasi”. (Informan 8, wawancara 14 Maret 2013)

TPP merupakan sclah satu program peningkatan kesejahtcraan bagi
pegawai kota Lubuklinggau dalam bentuk program kompensasi (compensatory
program) yang sifatnya khusus (crashprogram).

Pada tahun 2012 pemerintah Kota Lubuklinggau telah melakukan analisis
peningkatan kescjahteraan pegawai guna mendorong produkiifitas dan kinerja
pegawai. Selain itu program TPP ini juga dirancang untuk mengurangi kesenjangan

kesejahteraan pegawai fungsional dan struktural di kota Lubuklinggau.
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Sosialisasi program TPPdi tingkat Kota telah dilaksanakan oleh Tim
TAPD Kota Lubuklinggau. Peserta sosialisasi adalah camat dap instansi terkait.
Menurut Informan 1. harapan dari hasil sosialisasi tersebut adalah tindak lanjut
dan peserta sosialisasi untuk menvampaikan kepada instansi di bawahnya.

Camat menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di  tingkat
kecamatan dengan mengundang desa’kelurahan diwilayahnya. Pengakuan
Informan7, lurah Kelurahan air Kuti di kecamatan Lubuklinggau Timur I diadakan
rapat dengan mengundang scluruh Lurah. pegawai kelurahan dan pegawar
kecamatan. Menurut Informan 7 pula, sosialisasi dilanjutkan sampai tingkat
kelurahan dengan harapan pelaksanaan program TPP di Kecamatan Lubuklinggau
Timur I dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan sosialisasi adalah jika penerima manfaat program seluruhnya
menerma informasi yang berkaitan dengan program terscbut dengan benar.
schingga penerima manfaat tidak dibuzt bingung, resah, dan saling curiga, akibat
dari ketidaktahuan mereka terhadap pelaksanaan program.

Pelaksanaan sosialisasi program TPP di Kota Lubuklinggan telah
dilaksanakan di semua kecamatan, namun tidak semua pemerntah kelurahan
menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan. Sebagian
kelurahan mengadakan sosialisasi di forum resmi, sedangkan sebagian lainnya
mengadakan sosialisasi dengan forum tidak resmi, atau hanya sekedar bincang-
bincang.

Keberhasilan sosialisasi program TPP dapat digambarkan melalui skema

berikut:
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I Koenigen
S — ' Petaksana bak
;
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I : Lk i : Erielekinad bak it
| Sdak resm ;1{ I

Dari skema di atas. keberhasilansosialisasi baik melalui forum resmi
maupun tidakresmi adalah : (1) baikmya komitmen pelaksana sosialisasi, yang
mana penyampai sosialisasi sangat jelas dalam menyampaikan maten sosialisasi,
(2) Informasi yang diterima lengkap sampai kesasaran program, dan (3) Intelektual
atau kemampuan pikir pegawai yang baik, karena sebagian besar pegawai adalah

orang yang berpendidikan.

c. Landasan Huknm

Pelaksanaan program tambahan penghasilan pegawai Tahun 2014
Berdasarkan Peraturan Walikota No 350 tahun 2013. tentang pelaksanaan
pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS dan CPNS kota
Lubuklinggau. Dalam Peratwran Walikota tersebut diinstruksikan kepada
beberapa badan dan dinas terkait untuk melakukan perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan serta monitoring pemberian TPP dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan pegawai pemerintah xota Lubuklinggau dan meningkatkan kiner;a
serta produktifitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaanya.

Badan dan dinas yang mendapatkan instruksi Walikota Lubuklinggau

dalam perencanaan, penyusunan dan monitoring pemberian TPP ini adalah:
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i.  Badan Perencana Pembangunan Dacrah {Bappeda) kota Lubuklinggau

f‘J

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota

Lubukiinggau

[}
‘

Inspektorat Kota Lubuklinggau
4. Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau
Sedangkan dalam hal pelaksanaannya untuk dapat diterapkan pada seluruh
SKPD dan Satker vang ada dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau vang
sumber dana pemberian TPP ini adalah dari dana alokasi umum (DAU) Anggaran
Pendapatan Belanja Dacrah (APBD) Kota Lubuklinggau tahun 2014.
Secara umum tahapan vang dilaksanakan berkaitan dengan pemberian
TPP di Pemerintah Kota Lubuklinggauadalah:
1) Sosialisasi program Pemberian TPP vyang dilaksanakan oleh
pemerintah Kota aparat kecamatan dan para Lurah.
2) Pengecekan jumlah pegawai PNS dan CPNS (verifikasi) ditingkat
kelurahan.
3) Pencairan dana TPP oleh pihak kecamatan dibank yvang telah
ditentukan.
4) Membeat laporan pelaksanaan program pemberian TPP sesuai dengan
tugas dan wewenangy ang dimiziki.
d. Kepatuhan Pegawai
Pegawai adalah orang-orang yang tergabung dalam snatu orgenisasi
Dalam kaitannya dengan pekerjaan, Hodges mengemukakan bahwa disiplin kerja
pegawai adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kataatan

karyawan terhadap peraturan organisasi atau perusahaan. Sikap dan perilaku
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itu ditunjukkan dengan berbagai inisiatif. kemauan dan kehendak untuk menaati
peraturan, artinya orang-orang dikatakan mempunyai disiplin kerja vang tinggi
tidak semata-mata patuh dan taat terhadap peraturan organisasi secara kaku dan
mati. tetapi mempunyai kehendak untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-
peraturan yang ditetapkan dalam organisasi.

Untk mengetahui apakah para pegawai sudah bekerja dengan
penuhdisiplin atau tidak dapat dilihat dan aspek-aspek vang berhubungan dengan
kedisiplinan pegawai. Seperti menurut Lateiner dan Levian (1983:77)
mengungkapkan aspek-aspek disiplin kerja sebagai berikut:

I} Keteraturan dan ketepatan waktu kegayang dimaksud disini adalah
bila karyawan datang ke tempat kerja berdasarkan jadwal
waktu kerja yang ditentukan oleh perusahaan.

2) Ketepatan dalam menggunakan pakaian dan peralatan
artinya menggunakan pakaian dan peralatan sesuai dengan standar
organisasi atau perusahzan dengan benar.

3) Menghasilkan jumlah dan kualitas kerja vang memuaskan artinya
dopat menghasilkan jumlah dan kualitas kerja vang menjadi
target atau sasaran perusahaan.

4) Menyelesaikan pekerjaan dengan semangat kerja yang taik
artinya menyclesaikan pekerjaan dengan  songguh-sungguh
schinggga dapat selesai sesuai dengan target waktu yang
ditentukan crganisasi

Berdasarkan data dari sumber informan 8 & 9 didapatkan bahwa semua

pegawai mengetahui jadwal jam kerja, baik jam masuk kerja maupun jam pulang

101

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41823.pdf

kerja serta aturan pakaian kerja sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Lubuklinggau vakni :
<+ jam masuk kerja pada han senin — jumat jam 07.30 wib
< jam pulang kerja hani senin — kamis jam 16.00 wib, jumat jam
17.00 wib
< senin pakaian linmas, selasa pakaian pdh kuning kaki. rabu-kamis
putih biru, jumat pakaian olahraga atau pakaian muslim
Pengaturan jam masuk — pulang kerja tersebut untuk 3 han kerja, karena
jadwal 3 hari kerja mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 januari 2014 seiring
dengan pemberlakuan pemberian program tambahan penghasilan pegawai.
2. Ratinitas Fosgsi
a. Saramna dam prasarana kerja
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB!), sarana adalah segala
sesuatu yang dapat dipakai scbagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih
memudahkap membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda
yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih
dimjukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang dan
tanah.
Sarana dan prasarana juga mempunyai arti dan maksud yang sama
dengan istilah perbekalan kantor. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup
dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam

penyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tjuan yang diharapkan. Tanpa
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adanya sarana dan prasarana. mustahil tujuan akan dicapai.

Demikian halnya Kantor, tempat berlangsungnya kegiatan vang berkaitan
dengan pekerjaan ketatausahaan atae administrasi. juga sangat memerlukan
sarana dan prasarana kantor. Bahkan tidak akan ada pekerjaan kantor vang tidak
berkaitan dengan sarana dan prasarana kantor.

Peralatan/perlengkapan adalah alat atau bahan vang digunakan untuk
membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, schingga menghasilkan suatu pekerjaan
yvang diharapkan seleset lebih cepat, lebth tepat dan lebih baik.

Untuk menunjang pelaksanaan program pemberian TPP hendaknya harus
didukung dengan sarana dan prasarana lainnya. Pada Kecamatan Lubuklinggau
Timur 1 serta seluruh kantor kelurahan sudah terpasang peralatan kantor mesin
absensi fingerprint yang berjumiah 10 alat fingerprint. Hasil dan wawancara
infooman 7 dan 8 bahwa untuk di kantor kecamatan sudah terpasang 2 alat
Sfingerprimt yakni | alat untuk khusus pegawai kecamatan dan kelurahan 1 alat
khusus untuk seluruh SKPPD yang setiap jumat secnam bersama di halaman
kecamatan.

Beberapa SKPD lainnya antara lain Dinas PU, Dinas Perikanan dan
Peternakan, Dinas Partanian Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas
Tenaga Kerja, Kantor Ketahanan Pangan, pegawai Puskesmas dan Pust
kecamatan, serta Sekretariat DPRD. Sedangkan 8 alat fingerprint lainnya
terpasang disctiap kantor kelurahan. Adapun untuk memonitor alat tersebut
dikelola oleh subbagian umum Kecamatan dengan 3 orang petugas operator untuk

10 alat fingerprint.
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b. Samber Daya manusia

Peranan petugas operator absensi, kasubbag umurmn serta bendahara pada
kecamatan memegang peranan penating dalam hal melakukan rekapitulasi data
absensi serta menghitung jumlah besaran dana untuk proses pencairan dana TPP
sctiap bulannya. Laporan absenst manual scbagai pembanding untuk
mengevaluasi hasil priot out dari mesin fingerprint. Setiap awal bulan paling
lambat tanggal 5 sctiap bulannya laporan sudah masuk ke bagian umum
kecamatan. Data print out hasil rekapan dicetak setiap tanggal 1 setiap bulzn
setelahnya. Dari hasil wawancara imforman 4 dan 6. bahwa petugas operator
kecamatan diberikan pembinaan dalam rangka untuk menjaga kerahasiaan system
absensi dengan diberikan memegang password atan sandi khusus untuk
mengakses system tersebut. Yakni sz2ndi sidik jari dan sandi kalimat.

Untuk petugas operator dikuatkan dengan surat tugas dari Camat selaku
kepala SKPD. Pembinaan pada bendshara kecamatan juga dilakukan dalam hal
proses penghitungan dan juknis pencairan dana TPP hal tersebut dalam rangka
pembinaan di bidang keuangan.

c. Model/system pembayaran TPP

Informan 8 sangat mengharapkan sistematikan pembayaran TPP
dilaksanakan setiap bulan pembayarannya yakni pada pertengahan bulan, karena
selama ini pembayaran dilaksanakan pertiga bulan sckali pembayaran sekaligus
dirapel. Hal terseout mengingat program tersebut sebagai salah satu program
untuk mensejahterahkan pegawai khususnya di Kota Lubuklinggau.

Dalam hal proses pencairan di SKPD BPKAD berdasarkan informan 4

bahwasanya SKPD BPKAD menyatakan siap untuk proses pencairan sctiap
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bulannya. Kendala yang SKPD hadapi pada setiap proses pencairan yakni
terkadang salah pada rincian penghitungan antara jumlah potongan dengan
besaran dana yg dikeluarkan per orang, hal tersebut harus diubah lagi dari awal
pemberkasannya vang memakan waktu untuk satu atau beberapa han tergantung
dari penghitungan yang harus diperbaiki. Jarak tempuh antara masing-masing
SKPD khususnya kecamatan juga berpengaruh pada perbaikan berkas tersebut.

Verifikasi data digunakan untuk memperbaiki data. Kemungkinan
terjadi hal-hal sebagai berikut: (1) Adanya pegawai yang sudah meninggal,
(2) Adanya pegawai yang pindah tugas, dan (3) Adanya pegawai yang baru
masuk, misal baru mutasi atau penerimaan CPNS yang baru. Jika hal ini
terjadi, maka harus ada perbaikan data.

“Verifikasi data dimaksudkan untuk memperbaik idata penerima Pegawai
penerima TPP. Umtuk itu Kecamatan dibaruskan untuk verifikasi data. Misal
ditemukan Pegawai sudah meninggal atan pindah tugas, maka bisa diganti
pegawai lainnya yang baru mutasi ke kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Camat
membuat daftar nama usulan pegawai pengganti dengan memakai Daftar
Lampiran-8 dikukuhkan dengan membubuhkan fandatangan dan capdinas
Kecamatan."(Informan3, wawaucaral4 Maret 20153)

Hasil pelaksanaan verifikasi harus dilaporkan ke Badan Kepegawaian
Daerah dan Badan Pengelola keuangan dan aset Kota Lubuklinggau selambainya
3 hari sctelah sosialisasi dilakukan agar anggaran pemberian TPP dapat disusun
secara efektif. Sebagaimana disampaikan oleh Informand:

“Diberikan waktu 3 hari untuk melakukan verifikasi daftar pegawai sejak

diserahkan ke satker sebelum dikembalikan kepada BKD dan BPKAD. Camat
menycrahkan kepada BKD dan BPKAD daftar nama yang diverifikasi dengan

Form Lampiran-7, daftar nama pegawai pengganti dengan Form Lampiran-8.”.
(Informan 4,wawancara 24Nopember 2008)”
Tidak semua kelurahan dalam Kecamatan Lubuklinggaun Timur 1

melaksanakan verifikasi data. Data yang masuk di BPKAD dan BKD Kota
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Lubuklinggau sebanyak 7 Kelurahan (87.50 persen) melaksanakan verifikasi.
Jumlah pegawai vang diverifikasi scbanyak 82 pegawai. Alasan kenapa tidak
melaksanakan verifikasi menurut Informan7. kemungkinan data sudah benar.
Informan 7mengungkapkan:

“Alasannya mungkin data yang digunakan masih valid, jadi tidak perlu
ada perubahan™. (Informan 7. wawancara 14 Maret 2015)

Untuk proses pembayaran TPP mekanisme nya berada pada BPKAD
Kota Lubuklinggau. Dalam proses awalnva pihak Kecamatn mengentrikan
database anggaran tambahan TPP yang telah disusun oleh pihak BPKAD ke
dalam sistem informasi keuangan daerah satker kecamatan.

Hanyapegawai keuangan dalam hal ini operator SIMDA yang berhak
mengentrikan database tambahan penghasilan TPP kedalan database keuangan
kecamatan.

Setelah database dientrikan, selanjummya pihak operator SIMDA
keuangan kecamatan mulai melakukan entri besaran nominal tambahan
penghasilan pegawai berdasrkan dari rekapitulasi absen yang diambil dari
masing — masing kelurahan dan bagian umum kecamatan.

Dalam pengentrian data imi pithak keuangan menghitung nominal
besaran TPP dengan cara menghitung jumlah kehadiran, keterangan izin, sakit
dan alpa masing — masing pegawai keluraban dan kecainatan. Misalkan, ada
seoranz pegawai dengan jabatan esselon IV.b dengan jumlah kehadiran 15
hari (max 20 hari setiap bulannya), izin | hari. sakit 2 hari tanpa keterangan

dokter dan tanpa keterangan atau alpa 2 hani maka proses penghitungannya:
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Rp. 1.200.000 x 1.5 % x | hari = Rp. 18.000

Rp. 1.200.000 x (1.5 % x 2 hari ) = Rp. 36.000

Rp. 1.200.000 x (4 % x 2 hari )} = Rp. 96.000

total TPP sebelum Pajak = Rp. 1.200.000 — Rp. 18.600 — Rp 36.000 —

Rp 96.006 = Rp 1.050.000

selanjutnya dikurangi pajak 3% = 1.050.000 * 3% = Rp 32.300

Jumlah Bersih yang diterima = Rp 997.500

Setelah proses pengentrian scluruh pegawai selesai maka pihak
keuangan mencetak surat perintah pembayaran ( SPP ) dan surat perintah
membayar ( SPM ) yang ditandatangani oleh camat selaku pengguna anggaran
dan bendahara pengeluaran satker.

Apabila SPP dan SPM telah ditanda tangani dan dibubuhi stempel
satker selanjutmya pihak kecamatan mengantarkan SPP dan SPM tersebut ke
BPKAD Kota Lubuklinggau untuk segera diverivikasi apakah masih terdapat
kesalahan atan tidak, hal ini seperti dijelaskan oleh informan 4 ditawah ini;

“proses pencairan TPP imi dilakukan setiap friwulan dan dalam
beberapa tahapan yaitu (1) registrasi SPP/SPM (2) proses verifikasi BPKAD,

(3) penerbitan SP2D anggaran , dan (4) proses pencairan di bank vang telah
ditentukan, setiap tahapan proses diatas harus dlegalisasi oleh kepala bidang
masing- masing yang berwenang. (Informan 4, wawancara24Maret 2015)

Setelah proses verifikasi selesai, pihak satker kecamatan selanjutnya
melakukan pencairan di bank yang telah ditentukan dengan menandatangani cek
vang ditandatangani oleh Camat selaku pengguna anggaran dan bendahara
pengeluaran dengan membawah SP2D yang sudah diliegalisasi oleh pihak BPKAD.

Masing-masing pelaksana program pemberian TPP mempunyai kewajiban

yang sama, yaitu membuat laporan pelaksanaan program pemberian TPP
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sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Penerima program TPP im adalah seluruh pegawai PNS dan CPNS di
kecamatan Lubuklinggau Timur I berjumalah 82 orang, vang terdini dari 15 orang
golongan 11, 65 orang golongan Ili. dan 2 orang golongan IV vang terbagi dalam 2
orang esselon 11, 47 orang esselon IV dan 36 orang pegawai non jabatan esselon
atau staff biasa. Data tersebut adalah data vang diperoleh pada tahun 2013 dari
Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau.

Data pegawat yang dipakai ini tentu tidak relevan lagi jika digunakan
untuk tahun 2014, dikarenakan mobilisasi pegawai yang bersifat dinamis tiap
tahunnya baik i1tu karena pensiun, promosi, sanksi ataupun mutasi karena itu
dibutuhkan verifikasi dan pendataan ulang bagi kecamatan Lubuklinggau timur 1
dalam menentukan jumlah pegawai PNS dan CPNS penerima program TPP.

Cara verifikasi data yang digunakan yaitu dengan menyusun ulang daftar
pegawai yang bertugas diwilayah kecamatan Lubuklinggau Timur I baik itu
pegawai yang bertugas dikantor lurah atau pun di kantor camat. Untuk pegawai
yang bertugas di kantor lurah form pendataan diisi oleh lurah yang bersangkutan
disesuaikan dengan absen pegawai pada masing — masing kelurahan dan
ditandatangani dan dilegalisasi oleh lurah yang bersangkutan, begitu juga dengan
nara pegawai yang bertugas di kantor camat Lubuklinggau timur [ form vang
digunakan untuk pendataan disesuaikan dengan absen yang ada di Kecamatan
Lubuklinggau Timur I dan dilegalisasi oleh Camat yang bersangkutan.

Bagi informan 8, pegawai kecamatan Lubuklinggau Timur I verifikasi
merupakan momen yang tepat untuk untuk memperbaiki data, hasil verivikasi data

tersebut akan didapatkan hasil data yang valid, schingga setap periodik secara
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berkala data kepegawaian akan selalu valid dan dapat dipergunakan untuk program
vang lainnya

Badan pengelola Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau sebagai /eading
sector pemberian TPP telah membuat laporan ke Walikota Lubuklinggau atas
terealisasinya program pemberian TPP yang berjalan tertib, aman dan lancar.
Informan 4 mengatakan

“Kami melaporkan kepada Walikota Lubuklinggau hasil monitoring kami

di lapangan. Pelaksanaan pemberian TPP berjalan tertib, aman. dan lancar™.
(Informan 4, wawancara 25 Maret 2015)

Inspektorat scbagai pengawas pemberian TPP membuat laporan daya
serap dana TPP kepada Walikota Lubuklinggau, Sebagaimana diungkapkan
Informan3:

“Saya melaporkan jumlah dana yang terserap kepada atasan kami.
mengenai jumlah penyerapan dana, dalam aplikasinva setiap satker tingkat
realisasinya mencapi 97 %”. (Informan3, wawancara24April 2015)

Daya serap dana adalah jumlah dana yang dicairkan oleh satker. Terdapat
sisa yang belum dibayarkan, artinya ada pegawai yang belum mengambil dana TPP
nya. bhal ini karena pegawai yang bersangkutan ada beberapa yang masih

melaksanakan tugas luar kota_

kadangkala muncul permaslahan didalam pencairan dana TPP ini, antara
lain adanya perbedaan perscpsi penghitungan absensi kehadiran pegawai yang
dilakukan oleh pihak kecamatan dengan pthak kelurahan dikarenakan sistem
absensi yang digunakan pajda saat ini masih bersifat manual, hal ini sering menjadi
akar sumber permasalahan dikaranckan pihak pegawai kelurahan sering lupa atau
tidak mengisi absensi pegawai, schingga pada saat perckapan sering terjadi
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Untuk mengatasi hal ini maka Kecamatan Lubuklinggau Timur | pada
tahun 2015 memberlakukan sisyvem absensi pegawai  terpadu  berbast
elektronik.artinya setiap kelurahan diberikan mesin absensi finger print  yang
terkoneksi langsung ke database Kecamatan. sehingga setiap pegawai kelurahan
vang melakukan absensi dapat dilihat perharinya bahkan absen dijam berapapun
akan terekam didalam database kecamatan.

Pencairan dana dilakukan oleh pihak kecamatan setelah siverifikasi dan
disetujui oleh BPKAD, pencairan TPP dilakukan dibank pemerintah yang ditunjuk
oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan (BPD-SS).

Berikut ini adalah tabel rincian jumlah penerimaan TPP pegawai

Kecamatan Lubuklinggav Timur 1 pada Bulan Februan 2015 sebagai berikut :

110

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



TABEL 4.5.
RINCIAN PENERIMAAN TPP PEGAWAL KECAMATAN LUBUKUNGGAU TIMUR |

BULAN FEBRUARI 2015

10 Sakit Tanpa Tidak Ape! Tidak Apel

. Pangkat/ . o] Jumiohl  (18%) “";"':;;"" ) ('I‘;"')' (',","" Rincian 1P Jumiah

o Nama/ NP Bascieon Hart cul Yong Tanda Tangan

Gelengan *n Kerja Jumiah TomISR |1y yanc [aak paral] DUetme
Mad | R Hael ® Harl | % Keall * KXol ® Pengutongon | Petongen Diteriena n
oAl i8]

1 [HENY FITRIANTY /198307 102001 1 22001 V/a o 2400000 2| o ] 0 o] o 0 0 0o 0 o] o 2400000 120000 2,260000 |1

2 |TASLIM MUDA. S.S05/1 94303081 983031008 /o b 2000000 20! 0 0 o] o] ] o] o (o] [} (o] o] - 2,000,000 100000 1,900000 2
3 IS FATIMAK/ 1 95807251 985032001 wo Vo 1400000 2} 0 o o] o] o] o o] (o] o] o] o] - 1,400000 70000 1,330000 |2

4 |AMRA WIIAYA/198705} 72006041003 e Vo 1,A00,000 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 42000 1.358,000 67,900 1,290,100 4
S [NOVA EFRIYANIY/ 196904031 990071001 e Va 1,400,000 0] 0 [¢] 0 0 0 o] [ o] s} [¢] o - 1,400,000 70000 1,330,000 |5

6 IOKTA VELIANA.SP/197510212008032001 we Wa 1400000 041 4 é o) o] o o o} [ ) o} [ 84000 1316000 65800 1,250,200 é
7 |YUDHA PRANTA, SE/1 986121 52006041002 e Vb 1,200000 20{ 0 bl o] C o o} 0 0 (o] 0 0 1,200000 000 1,140000 |7

8 [OESY ROSMASAR, S.Xomy 19871229 201007 24 /8 Vb 1200000 2| o ] o] 0 0 ] 0 0 [*] [*] o] 1,200000 SO0 1,140000 8
9 [HERMAN/195811111978031003 wc Staf 1,000,000 2| c 0 (o} (o} o] o] [o] [o} (o] 0 o 1,000,000 0000 950000 |9

10 JOINA MESALINA $.5/) 9830503201001 2031 Wb Sial 1,000,000 - 3 45 o] o] 2] (o] 0 o] o ] 4.5 45000 955000 47,750 $07.250 10 ]
11 INIJAWATISE/ 1 9800426201 101 2008 iva Stof 1,000,000 ) 0 0 0 0 0 o] 0 o] 0 o} 0 100000 50000 950000 |11

12 {SABARNASE/19721 2082006041004 o Staf 1000000 2} 0 0 ) o] 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 50000 950000 12
13 [HENI SUSTINY 1 9770617201001 2006 WwC Stof 850000 151 0 0 0 0 0 0 0 0o 0 o] 0 850000 N 850000 {13

14 {DEVI SEPTIANA/ 1985091 0200012024 vd Stat 850,000 0] 0 [} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000 - 80000 14
15 |REVA MELIANA/198508528201012019 vd Staf 850000 2| 0 [} 0 (o} 0 0 0 o] 0 o] o - 850,000 850,000 |15

16 ISRIWARYUN! Wa Siat 850,000 0! o ] (o} o] o o] ] (o] 0 0 0 . 850,000 - 850,000 t6
17 JHARDI o Stat 850000 2} 0 o o] 0 o] (o} o] [o] c 0 0 850,000 850,000 |17
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d. Pelaporan Absensi pegawai

Pada subbagian umum kecamatan maupun subbagian keuangan
kecamatan memiliki form panduan khusus untuk melakukan rekapitulasi data
absensi serta penghitungan besaran dana TPP vang akan diterima oleh setiap
pegawai kecamatan dan kelurahan. Informan 3 dan 6 yang membidangi pembinaan
dan pengawasan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau juga
menerima laporan hasil rekapitulasi absensi pegawai seluruh SKPD. Laporan
tersebut diterima setiap bulannya scbagai bahan evaluasi masing-masing pegawai
untuk urusan kepegawaian pegawai vang akan meminta rekomendasi untuk
kenaikan pangkat, gaji berkala, izin belajar. maupun pengantar kepegawaian
lainnya.

Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu bentuk
monitoring terhadap implementast kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah
kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan-
kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan,
schingga mengurangi resiko yang lebih besar

Tujuan dari monitoring adalah (1) menjaga agar kebijakan yang sedang
diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, (2) menemukan kesalahan
sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar, dan (3) melakukan
tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharus kan
untuk itu. {Subarsono,2005:1 14).

Sesuai dengan pedoman dalam Buku Petunjuk Teknis pemberian TPP.
kecamatan dan satker lainrya mempunyai kewajiban untuk membuat laporan

pelaksanaan program TPP sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki
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secara berjenjang kepada pihak—pihak terkait, termasuk kepada dinas/instansi
Inspektorat Kota Lubuklinggau.

Kegagalan dalam penyusunan atau pembuatan laporan dapat disebabkan
oleh: (1) kemampuan pelaksana yang kurang, tidak tahu kalau barus membuat
laporan pelaksanaan program, (2) tidak ada monitoring atau tagihan laporan, (3)
Format laporan yang tidak baku dan tidak jelas bentuk laporan, dan (4) Tidak ada
batas waktu pembuatan laporan.

Pembuatan laporan merupakan kewajiban dan tanggung jawab instansi
dinas / satker kota danpemerintah kecamatan. Laporan dapat digunakan umtuk
evaluasi pelaksanaan program yang sedang berjalan agar sesuai dengan tujuandan
sasaran yang dikehendaki, dan dapat dilakukan perbaikan jika pelaksanaan program

terlalu jauh melenceng dari tujuan dan sasaran program

3. Dampak dan Kinerja
a. Disiplin Pegawai

Disiplin adalah bentuk pengendalian dini pegawai dan pelaksanaan
yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam
organisasi. Tindakan disipliner menuntut suatu hukuman terhadap pegawai yang
gagal memenuhi standarstandar yang ditentukan. Tindakan disipliner yang
efektif terpusat pada perilaku pegawai yang salah, tidak pada pegawai
secara pribadi.

Menurut Alex S. Nitisemito (1984:119-123) ada beberapa hal yang dapat

menunjang keberhasilan dalam pendisiplinan karyawan yaitu:
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{. Ancaman
Dalam rangka menegakkan kedisiplinan kadang kala perlu adanva
ancaman meskipun ancaman vang diberikan tidak bertujuan untuk
menghukum. tetapi lebih bertujuan untuk mendidik supaya bertingkah
laku sesuai dengan yang kita harapkan.

2. Kesejahteraan
Untuk menegakkan kedisiplinan maka tidak cukup dengan ancaman
saja, tetapi perlu kescjahteraan yang cukup yaitu besarnya upah yang
mereka terima, schingga minimal mercka dapat hidup secara layak.

3. Ketegasan
Jangan sampai kita membiarkan suatu pelanggaran yang kita
ketahui tanpa tindakan atau membiarkan pelanggaran tersebut
berlarut-larut tanpa tindakan yang tegas.

4. Partisipasi
Dengan jalan memasukkan unsur partisipasi maka para karyawan
akan merasa bahwa peraturan tentang ancaman hukuman adalah
hasil persetujuan bersama.

5. Tujuan dan Kemampuan
Agar kedisiplinan dapat dilaksanakan dalam praktik, maka
kedisiplinan hendaknya dapat menunjang tujuan perusahaan serta
sesuai dengan kemampuan dari karyawan.

6. Keteladanan Pimpinan
Mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menegakkan

kedisiplinan sehingga keteladanan pimnpinan harus diperhatikan.
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Pada tahap ini fungsi pengawasan kepcgawaian vang melekat di SKPD
seperti pada BKD dan Inspektorat selalu maksimal memonitoring pelaksanaan
pemberian tambahan penghasilan pegawai dengan acuvan nilai disiplin pegawai
dan kinerja pegawai didasarkan pada tingkat kehadiran serta penilaian atasan
(pengawasan melekat) masing kepala SKPD berdasarkan aturan kepegawaizn
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Dilanjutkan membuat laporan pelaksanaan program pemberian TPP
sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dan segi administrasi absensi
kedisiplinan dan secara administrasi pelaporan keuangan.

Berdasarkan informan 8 bahwa pengawasan pada kelurahan berdasarkan
PP 33 Tahun 2010 terscbut berada pada atasan langsung yakni Lurah, dengan
jumlah pegawai berikut seklur dan kasi kelurahan yang berjumlah rata-rata tiap
kelurahan 8 sampai dengan 9 pegawai maka kendali pengawasan tingkat disiplin
pegawai masih efektif. Namun kadang kala masith sering dijumpai berbagai
macam alas an pegawai terscbut berhalangan hadir yakni karena sakit, urusan
keluarga/izin serta alas an lainnya. Hal tersebut sebagai konsckwensinya

berimbas pada persentase pemotongan TPP pegawai yang bersangkutan per han

dengan kisaran potongan yakni :
< Tidak masuk kerja tanpa keterangan =4 %
< Tidak mengikuti apel pagi = 1%
<+ izin sakit tanpa keterangan dokter =1,5%
< Izin tidak masuk kerja urusan keluarga =15%
< Tidak apel sore =1%
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Selain pemberlakuan persentase pemotongan tersebut diatas apabila
tidak masuk Kerja tanpa alasan yang jelas maka dikenai sanksi sesuai dengan
pelanggaran berdasarkan PP 53 tahun 2010.

b. Prestasi Kerja

Istilah prestasi kerja sering kita dengar atau sangat penting bagi sebuah
organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya.Dalam konteks
pengembangan sumber daya manusia prestasi kerja seorang karvawan dalam
sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk mencapai prestasi kerja bagi
karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan.

Prestasi kerja adalah hasil kerja sescorang karyawan selama periode
tertentu  dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standard,
target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati
bersama.Prestasi kerja merupakan hasil kerja seseorang karyawan selama periode
tertentu  dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standard,
target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih daholu dan disepakati
bersama.

Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 94), menjelaskan ~“Prestasi kerja adalah
suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta
waktu. Adapun menurut T. Hani Handoko (2007 : 135), dalam mengungkapkan
sebagai berikut -“Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai organisasi

mengevaluasi atau menilai karvawannya™
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Dari beberapa pengertian prestasi kerja di atas maka dapat disimpulkan
bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang berdasarkan beban tanggung
Jawab.

Indikator prestasi kerja adalah :

I. Kualitas
2. Kuantitas

3. Pelaksanaan tugas

4. Tanggung jawab vang diberikan kepadanya.

Berdasarkan informan 7 dan 8 didapat data bahwa masih banyak
pegawai dalam melaksanakan tugasnmya baik dikantor kecamatan maupun
kelurahan belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing ditambah dengan kegiatan dan progam baik dari kecamatan dan
kelurahan Ketidakmampuan dan ketidakmauan masih menjadi factor penyebab
masih rendahnya prestasi pegawai.Masih rendahnya kesadaran individu dalam
bekerja, kurangnya insiatif serta masth banyak ditemukan pegawai yang masuk
karena factor absen saja.Hal tersebut ditandai dengan masih sering terlambatnya
penyampaizn laporan-faporan dari kelorahan kepada kecamatan atau SKPD
lainnya. Oleh karcna itu pemberian TPP sangat diharapkan dapat memompa
semangat pegawai dalam bekerja dan berkarya sebagai abdi Negara.

c. Kesejahteraan pegawai

Salah satu tujuan diberikannya TPP adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.Dalam
UU 1372003 memberikan pengertian tentang kesejahteraan pekerja, yaitu suatu

pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah,
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baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak
langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja vang
aman dan sehat.

Program kescjahteraan yang diberikan oleh perusahaan, lembaga atau
organisasi pada pegawainya hendaknya bermanfaat. schingga dapat mendorong
tercapainya tujuan perusahaan vang efektif Program kesejahteraan karyawan
scbaiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan
tidak melanggar peraturan pemerintah.

Menurut Mockijat (2000:174-175). tuwjuan pemberian program
kesejahteraan pada perusahaan yang mengadakan program kesejahteraan terdiri
dari dua yaitu bagi perusahaan dan pegawai.

1. Bagi Perusahaan

a. Mengurangi perpindahan dan kemangkiran

b. Mcningkatkan semangat kerja pegawai

c. Menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasi.

d. Menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah
organisasi.

€. Mengurangi keluhan-keluhan.

f. Mengurangi pengarah serikat pekeja.

g Meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan
kebutuhannya pribadi maupun kebutuhan sosial.

h. Memperbaixi hubungan masyarakat

i. Mempermudah usaha penarikan pegawai dan mempertahankan.

j- Merupakan alat untuk meningkatkan keschatan badaniah dan
rohaniah pegawai.

k. Memperbaiki kondisi kerja.

. Memelihara sikap pegawai yang menguntungkan terhadap
pekerjaan dan lingkungannya.

2. Bagi Pegawai
a. memberikan kenikmatan dan fasilitas yang dengan cara lain tidak
tersedia atau yang tersedia dalam bentuk yang kurang memadai.
b. Memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah-masalah
perscorangan.
Menambah kepuasan kerja.
Membantu kepada kemajuan perseorangan.
Memberikan alat-alat untuk dapat menjadi lebih mengenal

o RO
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pegawai-pegawai lain.
f. Mengurangi perasaan tidak aman.
g. Memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status.

Berdasarkan uraian diatas terlihat ada dua pihak yang berkepentingan
langsung terhadap program kescjahteraan yaitu pihak organisasi dalam hal ini
pemerintah Kota Lubuklinggau dan juga pihak pegawai. Bagi pemerintah
kotaprogram kesejahteraan mempunyai tujuan-tujuan tertentu vang mengarah
pada pencapaian tujuan organisasi. sedangkan bagi pegawai adalah terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan mereka. Pemberian kesejahteraan pegawai sangat berarti
dan bermanfaat bagi pemerintah dan pegawai. Bagi pegawai pemberian
kesejahteraan bermanfaat untuk menciptakan hubungan kepa yang harmonis
antara instansi pemerintah kota denganpegawai, meningkatkan semangat kerja
pegawai, disiplin kerja, dan sikap loyalitas pegawai terhadap pemerintah.
Program kesejahteraan pegawai sangat pemting demi terwujudnya tujuan visi dan
misi Pemerintah Kota Lubuklinggau, namun program Kkesejahtcraan pegawai
harus disusun berdasarkan peraturan yang ada, berdasarkan asas keadilan dan
kelayakan, dan berpedoman pada kemampuan keuangan daerah.

Oleh karenz itw program pemberian tambahan penghasilan pegawai
sesuai dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 530 Tahun 2013
sangatlah berpengaruh terhadap keseiahteraan pegawai.

Namun berdasarkan inforinan 7 dan 8 hendaknya pada posisi jabatan
yang memiliki resiko atau beban kerja yvang tinggi hendzknya juga lebih
diperhatikan khususnya pada jabatan Lurah dan Camat. Karena beban keria yang
dinilai sangatlah rentan serta bersinggungan langsung dengan masyarakat selama

24 jam tidak hanya dikantor namun kadangkala dirumah pun masih melakukan
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pelayanan terhadap masyarakat diluar jam dinas atau jam kerja. Sampai dengan
saat ini kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja hanyva berlaku pada
beberapa SKPD tidak secara keseluruhan. Sampai dengan revisi besaran nilai
pemberian TPP pada tahun 2015 untuk jabatan Lurah dan Camat masih dibawah
standar dari SKPD yang diberikan TPP khusus karena beban kerja.
d. Pelayanan yang meningkat

Selain untuk meningkatkatkan kesejahteraan pegawai mjuan pemberian
TPP yakni dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
khususnya dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Beberapa
pelayanan yang ada di kelurahan maupun di kecamatan seperti pembuatan
pengantar KTP, KK, Akte, pengantar nikah, IMB, serta beberapa pengurusan izin
lainnya selagi memenuhi persyaratan maka masyarakat akan dilayani dengan
maksimal serta bebas dari pengutan liar, hal tersebut sesuai dengan informan 8
dan 9 yakni dengan motto “Senyum” Semuanya Untuk Masyarakat™ akan

melayani sepenuh hati.

C. Pembahasan

Berikut akan dibahas mengenai implementasi Peraturan Walikota tentang
pemberian TPP terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
khususnya pada Kecamatan Lubuklinggau Timur luntuk menjawab pertanyaan
penelitian pertama yaitu bagaimana proses iniplementasi Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor 30 Tahun 2013 dilingkungan Kecamatan Lubuklinggau
Timur 1, kedua Bagaimana tingkat disiplin dan kinerja PNS dan CPNS

dilingkungan Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, ketiga Faktor-faktor apa saja yang
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mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan implentasi peraturan walikota
tersebut teritama dalam hal pelavanan terhadap masyarakat.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teori Ripley & Franklin
yang mengemukakan tiga vanabel vang dikankan pada Implementasi Peraturan
Walikota terhadap pemberian TPP yakni sebagai berikut :

I. Kepatuhan

Pada varnabel kepatuhan adapun indikator vang digunakan terkait
dengan implementasi kebijakan pemberian TPP adalah pada tahapan
perencanaan dan tahapan pengawasan.Pada tahapan perencanaan yakni dimulai
dari tahapan inventarisasi pegawal dimana dimulai dari mengelompokkan
pegawai berrdasarkan pangkat/goiongan serta jabatan strukiural pegawai tersebut
berdasarkan eselon. Peneliti mewawancarai informan di kecamatan dalam hal ini
Sekretaris Camat selakn Pembina kepegawaian di kecamatan Berdasarkan uraian
diatas yakni jumlah pegawai pergolongan (non struktural) serta pejabat
struktural, maka bisa dilihat besaran jumlah nilai tambahan penghasilan pegawai
perbulannya untuk SKPD Kecamatan Lubuklinggau Timur 1.Sekretaris Camat
melakukan inventarisir pegawai melalui sub bagian umum sekretariat
kecamatan.

Seclanjutnya sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan lurah-lurah
yang berada dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 sesuai dengan
hasil wawancara dengan Lurah serta pegawai kecamatan dan kelurahan. Setelah
dilaksanakan sosialisasi ditingkat kota selanjutnya diteruskan kepada kecamatan

dan kelurahan baik secara lisan dalam Rapat Koordinasi ditingkat kecamatan
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maupun melalui edaran tertulis Peraturan Walikota tersebut.

Tingkat kepatuhan pegawai pada tahapan pengawasan merupakan hal
pokok yang amat penting sebagal indikator dasar pembavaran TPP
pegawai.Pengawasan pegawai dilaksanakan oleh SKPD Inspekitorat Kota
Lubuklinggau selaku pihak monitoring pelaksanaaan pemberian TPP
tersebut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 atasan
langsung adalah vang melaksanakan pembinaan disiplin pada pegawai
tersebut_Dalam hal ini ini umtuk di kecamatan yakni camat dan pada unit terkecil
yakni dikelurahan dilaksanakan oleh Lurah.Peranan inspektorat melaksanakan
monitoring pengawasan secara kescluruhan salah satunya adalah pemberian
TPP.

Adapum setiap informan pegawai kecamatan dan kelurahan schagian
besar tidak mengetahui dengan pasti Peraturan Walikota Nomor berapa untuk
dasar pembayaran TPP.Hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai besaran
TPP yang mereka terima setiap bulannya, yakni tahu secara rinci hitungan
jumlah berdasarkan golongan yang bersangkutan.

Informan juga mengetahui jadwal jam masuk dan pulang kerja sesuai
dengan edaran yang diedarkan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau. Namun
kadangkala sering ditemui pegawai yang pada jam-jam tertentu keluar kantor
dengan alas an pekerjaan atau alas an kelvarga. Tingkat disiplin kepatuhan
pegawai juga berdasarkan system absensi fingerprint yang telah ada di kantor
kecamatan dan seluruh kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau
Timur 1 sesuai dengan yang disampaikan oleh informan bahwa system absensi

dinilai telah sesuai dengan dasar pelaksanaan pemberian TPP. Yakni masing-
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masing pegawal scluruhnya telah teridentifikasi identitasnva melalui absen
Sfingerprimideteksi pada wajah (kamera) serta sidik jari pegawai yang
bersangkutan. Hal tersebut meminimalisir tingkat kesalahan pada pembayaran
TPP pegawai.

2. Rutinitas Fungsi

Adapun untuk variabel nitinitas fungsi yakni pada tahapan proses
pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota tersebut yakni dilihat dari
indikator kelancaran fungsi yang mendukung pelaksanaan pemberian TPP.
Dimulai dari tahapan kelengkapan sarana dan prasaran penunjang dalam hal ini
informan sebagian besar memberikan masukan kepada kecamatan khususnya
pemerintah kota lubukiinggau untuk lebih melengkapi jumlah peralatan absen di
setiap SKPD termasuk seluruh kantor kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau agar tidak terjadi kecemburuan social antara pegawai
kecamatan/kelurahan yang satu dengan yang lainnya.

Peranan petugas operator sangatlah besar dalam hal melaksanakan
rekapitulasi data absen tiap kelurahan persatu bulan sekali dalam hal ini
langsung dimonitor oleh sckretaris camat. Rekapan absen secara print out
langsung hanya bias diakses oleh petugas operator di kecamatan. Adapun
sebagai data pembanding juga disampaiakan rekap absensi pegawai secara
manual tertulis sebagai laporan keadaan pegawai perbulannya. Kerjasama serta
koordinasi antara sub bagian umum dan keuangan kecamatan yakni dalam hal
pelaksanaan pengajuan dana TPP. Hasil rekapitulasi absen secara keseluruhan
yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran serta ketaatan dalam melaksanakan

apel pagi dan sore, data tersebut disampaikan pada sub bagian keuangan untuk
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dilakukan penghitungan besaran jumlah TPP yang akan diterima oleh masing-
masing pegawai sesuai dengan Keputusan Walikota vang mengatur tentang
besaran nilai TPP pegawai.

Sesuai dengan data yang diterima dari informan Kepala BPKAD Kota
Lubuklinggau bahwasanya proses pengajuan pencairan dana TPP untuk masing-
masing SKPD tergantung dari hasil penghitungan akhir dari usulan masing-
masing SKPD, adapun besarannnya tidaklah sama antara bulan ini dengan bulan
sebelumnnya karena dihitung berdasarkan tingkat kehadiran pegawai SKPD
tersebut. Kemudian di proses dan dilakukan verifikasi data oleh BPKAD barulah
Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Kepala BPKAD Kota
Lubuklinggau mengeluarkan SP2D untuk pencairan TPP di Bank Pemerintah
(Bank Sumsel babel).

Informan juga menvampaikan bahwa kadangkala pada saat proses
pencairan sangatlah lama waktunya. Karena proses verifikasi yang dilaksanakan
belumlah maksimal. Kadangkala bendahara harus bolak-balik untuk
memperbaiki kesalahan pada penghitungan besaran nilai TPP.Hendaknya SKPD
terkait harus lebih maksimal memberikan petunjuk teknis dalam hal
penghitungan pembayaran TPP agar waktu pencairan tidak memakan wakiu
yang lama_

Model pembayaran TPP secbagian besar sudah sesuai dengan yang
diinginkan oleh seluruh informan pegawai yakni setiap bulannya karena dalam
hal pengawasan atau koreksi pada penghitungan TPP akan lebih mudah di
evaluasi oleh sub bagian keuangan kecamatan untuk menghindari complain

pegawai dikemudian han.
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3. Dampak dan Kinetja

Pada variabel dampak dan kinerja indikatommya yakni pada tahapan
pengawasan dan evaluasi, dimulai dari kesesuaian antara disiplin kerja dengan
TPP yang diterima dihitung sesuai dengan Keputusan Walikota dengan jumlah
pemotongan disesuaikan dengan print out absensi serta data absensi manual
sebagai pembanding. Tingkat disiplin pegawai untuk kehadiran dinilai sangat
signifikan peningkatannya setelah diberikannya TPP, namun dalam hal Kinerja
belum terlihat perubahan yang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan informan
peneliti yakni Lurah dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, Kepala
BKD kota Lubuklinggau serta Inspektur Kota Lubuklinggau. Banyak pegawai
yang apabila dilaksanakan inspeksi mendadak / sidak sering ditemui tidak hadir
atau tidak ada ditempat kerja Begitu pula dengan prestasi pencapaian kegiatan
program serta laporan yang disampaikan masih sering ditemvi keterlambatan
penyampaian.

Dampak yang sangat dirasakan dalam pemberian TPP adalah tingkat
kesejahteraan pegawai yang meningkat Berdasarkan informasi dari informan
Sekretaris Dacrah Kota Lubuklinggan diharapkan dengan diberikannya
rangsangan tambahan penghasilan pegawai diluar honorarium yang diterima
olch masing-masing pegawai diharapkan pelayanan terhadap masyarakat
diharapkan dapat maksimal sebagai abdi masyarakat dan Negara.

Berdasarkan informasi dari informan Sekretaris Camat Beberapa
program dalam hal peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam wilayah

Kecamatan Lubuklinggau Timur | yakni program SENYUM (semuanya untuk
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masyarakat) dimana dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pertama
kalt harus senyum dalam artian ramah serta cepat dalam melayani masyarakat.
program lainnva adalah kegiatan pemberdavaan masyarakat kelurahan yakni
senam bersama masyarakat, kegiatan senam bersama masyarakat dan pegawai
kecamatan kelurahan setiap hari jumat dan rabu, berbagai macam perlombaan
yang langsung menyentuh masyarakat.

Pada tahapan pengawasan yakni berdasarkan PP Nomor 33 tentang
disiplin pegawai atasan langsung bertanggungjawab terhadap pengawasan pada
masing-masing SKPD dalam hal pelaksanaan pengawasan di kecamatan
dilaksanakan secara berjenjang Sekretaris Camat serta Camat, untuk dikelurahan
yakni Lurah yang bersangkutan.

Monitoring evaluasi secara langsung perbulan secara berkala
dilaksanakan oleh lnspektorat Kota Lubuklinggau. Hal tersebut akan menjadi
bahan serta masukan kepada camat maupun lurah terhadap kinerja pegawai
kecamatan dan kelurahan apakah yang bersangkutan layak atau tidak menerima
tambahan penghasilan pegawai berdasarkan laporan hasil absensi fingerprint
serta hasil monitor kchadiran pegawai pada setiap kegiatan-kegistan yang

dilaksanakan oleh kecamatan maupun ditingkat Pemerintah Kota Lubuklinggau.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program pemberian TPP direncanakan pada tahun 2013 olch Walikota
Lubuklinggau dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan
meningkatkan produktifitas serta kinerja pegawai Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Program pemberian TPP ini digulirkan juga untuk mengurangi
kesenjangan antara pegawai fungsional pendidikan ( guru sertifikasi ) dan pegawai
struktural, selain it juga program ini diciptakan sebagai stimulus dan penghargaan
untuk para pegawai.

Pelaksanaan program pembenian TPP ini diberlakukan setelah
ditetapkannya Peraturan Walikota Lubuklinggau No 50 tahun 2013 tentang
pedoman pemberian TPP bagi PNS dan CPNS di lingkingan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dan efektif diterapkan pada tahun 2014.

Penelitian ini hanya membahas sampai sejauh mana implementasi
Peraturan Walikota Lubuklinggau No 50 tanun 2013 dalam penerapannya di
lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

1. Pelaksanaan program implementasi pemberian TPP di kota
Lubuklinggau berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Tahapan
pelaksanaan program TPP di Kota Lubuklinggau dimulai dari tahap
perencanaan, proses pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota
kemudian tahap pengawasan dan evaluasi. Tahap perencanaan telah

dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun ada
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beberapa unit kerja kecamatan yang tidak menindaklanjuti dengan
mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan. Materi yang disampaikan
sudah lengkap, terutama masalah penghitungan TPP. Tahap Proses
pelaksanaan telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal . pihak
kecamatan melakukan verifikasi data pegawai melalui lurah di wilayah
masing — masing kemudian dilegalisasi olch lurah yang bersangkutan dan
dicocokkan dengan database pegawai kecamatan, Pencairan dana
pemberian TPP sesuai dengan juklak dan jukmis yang terdapat dalam
Perwal No 30 Tahun 2013 dilakukan secara periodik per 3 bulan. Pihak
kecamatan selaku pemegang anggaran kelurahan mengajukan usulan
pencairan pemberian TPP ke BPKAD berdasarkan dan perhitungan
absensi dan rekapitulasinya serta pembuatan laporan dapat digunakan
untuk evaluasi pelaksanaan program, namun pembuatan laporan ada
yang tidak dilaksanakan olch pemerintah kecamatan . Hambatan yang
terjadi dalam penynsunan atau pembuatan laporan adalah : (1)
kemampuan pelaksana yang kurang, tidak tahu kalau harus
membuat laporan pelaksanaan program, (2) tidak ada monitoring atau
tagihan laporan, (3) Format laporan vang tidak baku dan tidak jelas
bentuk laporan, dan (4) Tidak ada batas waktu pembuatan laporan.
Tahap pengawasan dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik namun
perlu peningkatan pengawasan terhadap disiplin pegawai tidak hanya pada
ukuran disiplin pada tingkat kehadiran namun juga diliha dan kinerja dan
prestasi kerja pegawai yang bersangkutan, perlu pembinaan kepegawaian

dengan berkoordinasi dengan SKPD pengawas yakni BKD dan Inspektorat

128

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41823.pdf

agar PNS/CPNS dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya serta bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kota
Lubuklinggan serta tagline BISA (brain. innovation, speed, &

accountability ).

1

tingkat disiplin dan kinerja PNS dan CPNS dilingkungan Kecamatan
Lubuklinggau Timur 1 setelah dilaksanakan sosialisasi berdasarkan
Peraturan Walikota tentang pemberian TPP belum berjalan dengan baik.
karena masih minimnya pengawasan dari SKPD terkait. Untuk mendukung
hal tersebut SKPD Kec Timur | pada tahun 2015 melengkapi svstem
absensi pegawai mengggunakan mesin fingerprint dalam rangka
meminimalisir tingkat kesalahan pada system absensi manual. Namun
kadangkala berkantan dengan kinerja masih ditemui pegawai kecamatan
kelurahan yang belum maksimal dalam bekerja. pengamatan di lapangan
bahwa pegawai setelah melaksanakan absen seringkali pergi keluar kantor
untuk urusan pribadi atau keluarga. Sehingga dalam beberapa pelaporan
kegiatan sering terlambat penyampainnya.

Beberapa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi

'UJ

Peraturan Walikota Tersebut antara lair :

a. Tersedianya dana APBD yang mendukung pelaksanaan program
kesejahteraan pegawai tersebut

b. Komitmen Kepala Daecrah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai
di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

c. Kesiapan aparatur pelaksana dalam hal ini antara eksekutif dan legislatif

d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yakni system absensi
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Adapun beberapa faktor yang menghambat antara lain :

a. Rendahnya budaya kerja dan motivasi pegawai dalam bekerja

b. Belum bersinerginya antara pegawai pelaksana dengan komitmen
pimpinan

c. Belum adanya SOP untuk mengukur kinerja pegawai

d. Perlunya pembinaan dalam hal penyusunan laporan administrasi
pengajuan TPP

A.Saran
Berkaitan dengan pelaksanaan program pemberian TPP. hal-hal vang
perlu Penulis rekomendasikan yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan di forum resmi dengan
komitmen dan keterampilan pelaksana yang tinggi, materi vang
disampaikan harus lengkap dan detaii. schingga dapat ditenma Pegawai
dengan jelas.

2. Proses verifikasi data harus dilaksanakan di semua desa/kelurahan, kasena
tujuan verifikasi data adalah untuk memperbaiki database pegawai. Data
tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk pemberian TPP, tapi juga bisa
digunakan untuk program lainnya, system absensi kepegawaian hendaknyva
menggunakan system online terkoneksi dengan SIMPEG, pencairan dana
scharusnya dilakukan perbulan dikarenakan jika dilakukan per 3 bulan
perckapan basensi menjadi lebih kompleks dan mudah untuk di manipulasi
serta pembuatan laporan agar lebih diperjeias baik format laporan
maupun batas waktu pelaporan. Demikian juga pengiriman

laporan tidak hanya kapada atasan saja, melainkan juga membert tembusan
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kepada instansi terkait yang terlibat dalam tim unit pelaksana program
(UPP) dan tim keordinasi.

3. Tahap pengawasan dan evaluasi perlu peran serta stakeholder SKPD terkait
yakni koordinasi dan komunikasi terhadap peningkatan disiplin. prestasi
keja dan kincrja pegawai kecamatan terutama dalam hal pelayanan
terhadap masyarakat. Dan yang paling penting adalah dengan program
pemeberian tambahan penghasilan pegawai dapat menumbuhkan semangat

pegawai dalam berkerja dan memberikan pelayanan.
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Lampiras 1.
PEDOMAN WAWANCARA
A. Wawancara kepada Walikota Lubaklinggan
I. Apa yang menjadi latarbelakang pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
2. Bagaimana proses penctapan Peraturan Walikota yang menjadi dasar
penetapan pemberian TPP

Bagaimana bentuk pengawasan internal dan monitoring pelaksanaan

EJJ

pemberian TPP

4. Harapan atas diberikannya TPP terhadap kinerja PNS/CPNS di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubukiinggau

B. Wawancara kepada Sekretaris Daerah Kota Labuklinggaun

1 Apakan inventarisasi pegawai berdasarkan eselon, pangkat dan golongan
telah diluksanakan oleh SKPD terkait

2 Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Data Pegawai yng menerima TPP

3 Apakah scluruh SKPD telah melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan
Walikota tentang pemberian TPP

4 Apakah pemotongan pemberian TPP berdasarkan kriterta kehadiran
pegawai sudah efektif

5 Langkah apa saja yang telah ditetapkan dalam system monitoring absensi
pegawai

6 Sejauhmana kepatuhan pegawai terhadap pemberian TPP
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C. Wawancara terhadap Kepala Bapedda Kota Lubuklinggan
1. Kendala apa saja yang ditemui dalam perencanaan penyusunan Peraturan
Walikota vang menjadi dasar pemberian TPP
2. Apakah terdapat kesesuaian terhadap system pembayaran serta system
pemotongan TPP
D. Wawancara terhadap Kepala BPKAD Kota Labuklinggan
1. Bagaimana system pemberian TPP terhadap Keuangan Pemenntah Kota
Lubuklinggau
2. Apakah yang menjadi pedoman terkait dikeluarkannya Peraturan
Walikota tersebut
3. Apakah system pembayaran telah berjalan sesuai prosedur
4. Apakah sosialisasi laporan rekapitulasi pembayaran TPP berdasarkan
system absensi pegawai masing-masing SKPD telah dilaksanakan,
5. Apakah ada pembinaan tcknis kepada bendahara SKPD terhadap
penghitungn pembayaran TPP
6. Apasaja kendala yang dihadapi terhadap kesesuaian system laporan
absensi dengan pembayaran
7. Ragamana system pembayaran yang tepat, apakah setiap bulan atau
pertriwulan pembayaran
E. Wawancara terkadap Inspektar Kota Lubuklinggau
1. Apakah pelaksanaan inventarisasi pegawai tclah dilaksanakan dengan
baik
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang telah dilaksanakan

3. Apakah telah terdapat kescsuaian antara system absensi terhadap
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pembayaran TPP
4. Apa saja kegiatan pembinaan terhadap operator dimasing-masing

SKPD

LA
‘

Apakah telah terdapat kesesuaian antara pelaporan rekapitulasi
absensi dengan pembayaran TPP
6. Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin kerja dengan
pemberian TPP
F. Wawancara terhadap Kepala BKD Kota Lubuklinggas
1  Apakah pelaksanaan inventarisasi pegawai telah dilaksanakan dengan

baik

9

Bagaimanakah bentuk pengawasan yang telah dilaksanakan

95

Apakah telah terdapat kesesuaian antara system absensi terhadap
pembayaran TPP
4 Apa saja kegiatan pembinaan terhadap operator dimasing-masing
SKPD
5 Apakah telab terdapat kesesuaian antara pelaporan rekapitulasi
absensi dengan pembayaran TPP
6 Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin kerja dengan
pemberian TPP
G. Wawancara terhadap Sekretaris Camat
1. Apakah tahapan sosialisasi Peraturan Walikota telah dilaksauakan
kepada seluruh kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau
Timur 1

2. Bagaimana keadaaan jumlah pegawai yang menerima TPP

137

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41823.pdf

berdasarkan pangkat dan golongan

Apakah semua pegawai mentaati jam masuk dan pulang kerja

9

4. Bagaimanakah relevansi antara laporan absensi pegawai kelurahan
yvang masuk di kecamatan terhadap pembayaran TPP
5. Apakah sarana dan prasarana penunjang system absensi telah
terpenuhi
6. Pembinaan apasaja yang diberikan terhadap operator absensi
7. Apakah bendaharawan kecamatan telah menghitung pembayaran TPP
dengan baik
8. Apakah proses pencairan dana TPP telah berjalan sesuai prosedur
9. Apakah setelah diberikan TPP seluruh pegawai dapat memenuhi serta
melaksanakan tugaso pokok dan fungsi sesuai dengan program dan
kegiatan SKPD dengan baik
10. Bagaimanakah terhadap pemberian pelayanan terhadap masyarakat
11. Apakah dengan pemberizn TPP kesejahteraan pegawai meningkat
12. Kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan pemberian TPP
H. Wawancara terhadap Lurah
1 Apakah tahapan sosialisasi Peraturan Walikotz telah dilaksanakan
kepada seluruh kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau

Timur 1

d

Bagaimana keadaaan jumlah pegawai yang menernima TPP
berdasarkan pangkat dan golongan
3 Apakah semua pegawai mentaati jam masuk dan pulang kerja

4 Bagaimanakah relevansi antara laporan absensi pegawai kelurahan
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yang masuk di kecamatan terhadap pembayaran TPP

(1]

Apakah sarana dan prasarana penunjang system absensi telah
terpenuhi
6 Pembinaan apasaja yang diberikan terhadap operator absensi
7 Apakah bendaharawan kecamatan telah menghitung pembayaran TPP
dengan baik
8 Apakah proscs pencairan dana TPP telah berjalan sesuai prosedur
9 Apakah setelzh diberikan TPP seluruh pegawai dapat memenuhi serta
melaksanakan tugaso pokok dan fungsi sesuai dengan program dan
kegiatan SKPD dengan baik
10 Bagaimanakah terhadap pemberian pelayanan terhadap masyarakat
11 Apakah dengan pemberian TPP kesejahteraan pegawai meningkat
12 Kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan pemberian TPP
I. 'Wawancara terhadap staf kecamatan
1. Apakah saudara mendapatkan dana TPP tersebut
2. Apakah menurut sawdara TFPP tersebut bermanfaat dalam
meningkatkan kesejahteraan

Menurut saudara apakah besaran TPP tersebut cukup

!.u
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Lampiran 2.

HASIL WAWANCARA
NO.1 NAMA Walikota Lubuklinggau
INFORMAN | SN. Prana Putra Sohe
DAFTAR I. Apa yang menjadi Iatarbelakang pemberian Tambahan
PERTANYAAN Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau
2. Bagaimana proscs penetapan Peraturan Walikota yang
menjadi dasar penctapan pemberian TPP
3. Bagamana bentuk pengawasan  internal  dan
monitoring pelaksanaan pemberian TPP
4. Harapan atas dibenkannya TPP terhadap kinerja
PNS/CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubukiinggau
DAFTAR 1. yang menjadi dasar pemberian TPP adalah Permendagri
JAWABAN Nomor 13 Tahun 2006 yang teclah diubah menjadi

Permendagri Nomor 21  Tahun 201! yang
melatarbelakangi pemberian TPP ini pada prinsipnva
merupakan reward atau penghargaan bagi para
pegawai, tentunya mekanisme pemberian ini diatur
sedemikian rupa dengan melibatkan beberapa SKPD
dan pihak terkait lainnya seperti BPK dan BPKP agar
tidak menyalahi peraturan pemerintalh dan tentunya
Jjuga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

proses penerapan pemberian TPP ini terlebih dahulu
ditelaah oleh BAPPEDA Kota Lubuklinggau, mulai
dari dasar pemberian, ketersediaan anggaran dan
mekanisme penyalurannya yang disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah untuk dibahas lebih
lanjut di DPRD Kota Lubuklinggau. Selanjuinya pihak
DPRD melakukan konsuiltasi dan Koordinasi dengan
Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini dihadin
oleh Kepala Sekretaris Daerah, Kepala BAPPEDA. dan
Kepala DPPKA Kota Lubuklinggau, setelah disepakati
dan ditelaah lebih lanjut maka draft usulan tersebut
selanjuinya dibahas pada tingkat pansus dan langsung
diagendakan untuk disahkan dalam paripurna kemudian
baru ditindaklanjuti oleh bagian hukum sekretariat Kota
Lubuklinggau untuk dibuatkan Peraturan Walikotanya.
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Bentuk pengawasan internal dan  monitoring
pelaksanaan TPP ini pada prinsipnya ada 2 jenis yaitu
pengawasan pelaksanaan pemberian TPP  dan
Pelaksanaan pencairan TPP. Untuk pelaksanaan
pemberian TPP merupakan tanggung jawab dari
masing — masing kepala SKPD melaporkan proses
pelaksanaan dan pendistribusiannya kepada para
pegawai untuk diserahkan ke bapak Walikota
Lubuklinggau melalut Inspektorat, sedangkan proses
pencairannya sudah terekam secara otomatis didalam
aplikasi SIMDA Keuangan masing — masing SKPD
dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan ini
yang akan diserahkan kepada Bapak Walikota melalui
DPPKA Kota Lubuklinggau

tentunya harapan kita degan diberikannya progaram
TPP ini kepada para pegawai dapat meningkatkan
kinerja dan disiplin aparatur pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat
meningkatkan produktifitas dan kinega mercka menjadi
lebih baik dimasa yang akan datang

NO.2 NAMA
INFORMAN

Sekretans Daerah
H. Parigan

DAFTAR
PERTANYAAN

1

W

Apakan inventarisasi pegawai berdasarkan eselon,
pangkat dan golongan telah dilaksanakan oleh SKFD
terkait

Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Data Pegawai yng
menerima TPP

Apakah selunth SKPD telah melaksanakan sosialisasi
terhadap Peraturan Walikota tentang pemberian TPP
Apakah pemotongan pemberian TPP berdasarkan
kriteria kehadiran pegawai sudah efektif

Langkah apa saja yang telah ditetapkan dalam system
monitoring absensi pegawai

Sejauhmana kepatuhan pegawai terhadap pemberian
PP

DAFTAR
JAWABAN

. inventarisasi pegawai sudah dilaksanakan oleh SKPD

terkait yang hasilnya sudah dikirimkan ke BKD Kota
Lubuklinggau, memang ada beberapa SKPD yang
masih terdapat kesalahan dalam laporan inventarisnya
tetapi secara umum itu tidak menjadi penghalang
dikarenakan dari pihak BKD sendiri sudah mempunyai
database pegawai yang terintegrasi schingga tinggal
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mencocokkan saja database pegawai vang ada dengan
laporan inventaris nya

seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya verifikasi
data pegawai yang menerima TPP acuan utamanva
adalah database kepegawaian yang ada di BKD Kota
Lubuklinggau, jika terdapat perbedaan antara
inventarisir  SKPD dengan BKD maka database
pegawai BKD vang dijadikan acuan

iya, Saya mengundang seluruh Camat dan dinas-dinas
terkait untuk sosialisasi pemberian TPP. Di Ruang
Rapat Sekda lantai 2 Setda Kota Lubuklinggan pada
tanggal 2 Juli 2013, dipimpin olch Pak Seckretaris
Dacrah sebagai Ketua Tim TAPD Pemerintah Kota
Lubuklinggau, sosialisasi pemberian TPP ini sudah
dilakukan pada setiap SKPD., hal ini juga diperkuat
dengan keterangan scbagiian besar pegawai telah
mengetahui program pemberian TPP ini

sampai sejaub ini efek diberlakukannya pemotongan |
TPP berdasarkan tingkat kehadiran pegawai sudah
menunjukaan perkembangan yang positif, dibuktikan
meningkatnya persentasi absensi kehadiran pegawai
vang diterima oleh pihak inspektorat saat ini. Hal ini
menunjukkan bahwa program pemberian TPP sudah
memberikan efek positif terhadap disiplin kehadiran
pegawai

system monitoring diberlakukan oleh masing — masing
kepala SKPD dengan menerapkan sistem absensi
fingerprint, setiap awal bulan data absensi fingerprint
tersebut direkap dan diserahkan kepihak inspektorat
untuk ditembuskan ke bapak Walikota

sampai scjach ini para pegawai menyambut positif
akan program pemberian TPP ini. hal ini didapatkan
dari keterangan sebagian besar pegawai yang sangat
antusias memperbaiki tingkat kedisiplinan dan
meningkatka kinerja, hal jni ditunjukkan salah satunva
meningkatnya kualitas peckerjaan dan pelayancn
kepada masyarakat dibuktikan dengan penurunan
jumlah pegawai yang pulang sebelum jam kerja habis
atau berakhir
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NO.3 NAMA
INFORMAN

Kepala Bapedda
Dediyansyah, SP, M.Si

DAFTAR
PERTANYAAN

I.

2

E4N

Kendala apa saja yang ditemui dalam perencanaan
penyusunan Peraturan Walikota yang menjadi dasar
pemberian TPP

Apakah terdapat kesesuaian terhadap system
pembayaran serta system pemotongan TPP

DAFTAR
JAWABAN

. kendala utama yang dihadapi dalam pencrapan

program pemberian TPP ini adalah sinkronisasi data
pegawai dan ketersediaan anggaran. tetapi hal ini bisa
diatasi dikarenakan dalam sistem pendataan pegawai
sudah menerapkan sistem databse terpusat dan tentang
ketersediaan anggaran sudah ditelaah dan direncanakan
secara matang pada awal tahun anggaran penyusunan
belanja daerah

. sampai sejaph ini kami belum menemukan

penyimpangan dan kesalahan pemotongan TPP
berdasarkan kchadiran dan kinerja. Hal ini sudah
diantisipasi dengan cara sebelum diberlakukannya
program TPP ini sctiap Kepala sub bagian keuangan
masing — masing SKPD sudah diberikan pelatihan dan
pembekalan pemberian TPP ini , selain mu proses
verifikasi yang berjenjang di DPPKA juga
meminimalisir kesalahan — Kkesalahzn perhitungan
pemotongan TPP di tingkat SKPD

NO.4 NAMA
INFORMAN

Kepala BPKAD
Imam Senen, S.Sos, M.Si

DAFTAR
PERTANYAAN

1.

2

Bagaimana system pemberian TPP terhadap Keuangan
Pemerintah Kota Lubuklinggau

Apakah system pembayaran teiah berjalan sesuai
prosedur

. Apakah sosialisasi laporan rekapitulasi pembayaran

TPP berdasarkan system absensi pegawai masing-
masing SKPD telah dilaksanakan,

Apakah ada pembinaan teknis kepada bendahara SKPD
terhadap penghitungn pembayaran TPP

Apasaja kendala yang dihadapi terhadap kesesuaian
system laporan absensi dengan pembayaran

Bagamana system pembayaran yang tepat, apakah
setiap bulan atan pertriwulan pembayaran
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DAFTAR
JAWABAN

. anggaran pemberian TPP ini memang pada dasamya

cukup besar karema dialokasikan untuk lebih kurang
4000 pegawai dengan jumlah berbeda tergantung dari
jabatan dan golongan pegawai. tetapi hal ini sudah
diantisipasi karena kondisi keuangan daerah yang
mencukupi yang berasal dari dana PAD dan dana bagi
hasil pusat dan provinsi

sistern pembayaran program TPP ini diatur oleh

kepala SKPD, pihak DPPKA hanya bertanggungjawab

dalam hal pencairannya saja sedangkan pembayaran
dan distribusinya kepada pegawai diserahkan kepada
pihak SPD berdasrkan pada rekpaitulasi perhitungan
TPP yang diajukan.

. sistem pelaporan pembayaran TPP int sudah

disosialisasikan kepada setiap SKPD dalam hal ini
diwakili oleh kepal SKPD dan sub bagian keuangan
SKPD yang bertujuan untuk memudahkan penyusunan
dan pembuatan laporan pemberian TPP

4. ada, bimbingan tckhnis penghitungan pemberian TPP

kepada para pegawai langsung diberikan oleh tim
DPPKAD Kota Lubuklinggau didampingi oleh BPK
dan BPKP Prov Sumatera Selatan

. sampai saat ini belum ada kendala yang berarti dalm

hal penyusunan lzporan pemberian TPP, dikarenakan
sctiap SKPD yang mengajukan pencairan dana TPP
akan langsung terekam secara otomatis didalam sistem
SIMDA masing — masing SKPD dalm form realisasi
anggaran.

. sistem pembayaran sampai saat ini dilakukan secara

trivulan dikarenakan untuk memudabkan pengawasan
dan penyusunan laporan akhir realisasi anggagran jika
dilakukan secara per bulan dikhawatirkan hasil rekap
absensi dan kinerja kurang optimal dikarenakan ada
beberapa kegiatan yang dilakukan diakhir bulan sperti
pembuatan laporan lurah dan laporan penyelenggaraan
pemerintahan
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NO.5 | NAMA
™FORMAN

Inspektur
Tbnu Sabil

NAFTAR
. RTANYAAN

I.

2.

3.

Apakah pelaksanaan inventarisasi pegawai telah
dilaksanakan dengan baik

Bagaimanakah bentuk pengawasan yang telah
dilaksanakan

Apakah telah terdapat kesesuaian antara system absensi
terhadap pembayaran TPP

Apa saja kegiatan pembinaan terhadap operator
dimasing-masing SKPD

. Apakah telah terdapat kesesuaian antara pelaporan

rekapitulasi absensi dengan pembayaran TPP

Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin
kerja dengan pemberian TPP

DAFTAR
JAWABAN

. sudah, Bentuk pengawasan internal dan monitoring

pelaksanaan TPP ini pada prinsipnya ada 2 jenis yaitu
pengawasan  pelaksanaan pemberian TPP dan
Pelaksanaan pencairan TPP. Unwk pelaksanaan
pemberian TPP merupakan tanggung jawab dari
masing — masing kepala SKPD melaporkan proses
pelaksanaan dan pendistribusiannya kepada para
pegawai untuk diserahkan ke bapak Walikota
Lubuklinggau melalui Inspektorat, sedangkan proses
pencairannya sudah terekam secara otomatis didalam
aplikasi SIMDA Keuangan masing — masing SKPD
dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan ini
yang akan diserahkan kepada Bapak Walikota melalui
DPPKA Kota Lubuklinggau

beniuk pengawasan yang dilakukan. dengan cara
melakukan sidak dan pemeriksaan secara acak pada
setiap SKPD dalam jangka wakto yang dirahasiakan,
schingga setiap SKPD tidak mengetahui kapan jadwal
dan giliran mereka vntuk disidak

sudah, hal ini didapat dari hasil sidak yang dilakukan
pihak inspektorat ke beberapa SKPD dibuktikar dengan
tidak ditemukannya bukti —bukti kecurangan absensi
pada SKPD tersebut

. setiap operator absensi dimasing — masing SKPD

diberikan pelatihan yang diberikan langsung oleh pihak
BKD dan Inspektorat Kota Lubuklinggan dalam hal
penyusunan rekapitulasi absen pegawat diwilayah
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SKPD nya masing — masing

iya, scluruh pelaporan yang diterima oleh pihak
Inspektorat setelah dicocokkan dengan mesin absensi
fingerprint sudah sesuai dan ntdak ditemukannya
rekayasa

iva, hal i dibuktikan di bebberapa SKPD ada
beberapa pegawai yang sama sckali tidak menerima
TPP dikarenakan tidak masuk sama sekali atau pulang
lebih awal dani waktu secharusnya

NO.6 | NAMA
INFORMAN

Kepala BKD
H. Ikhsan Roni

DAFTAR
PERTANYAAN

1.

2

Apakah pelaksanaan inventarisasi pegawat telah
dilaksanakan dengan baik

Bagaimanakah bentuk pengawasan vang telah
dilaksanakan

. Apakah telah terdapat kesesuaian antara system absensi

terhadap pembayaran TPP

. Apa saja kegiatan pembinaan terhadap operator

dimasing-masing SKPD

. Apakah telah terdapat kesesuaian antara pelaporan

rekapitulasi absensi dengan pembayaran TPP
Apakah telah terdapat kesesuaian antara tingkat disiplin
kerja dengan pemberian TPP

DAFTAR
JAWABAN

o

. sudah, Bentuk pengawasan intemal dan monioring

pelaksanaan TPP ini pada prinsipnya ada 2 jenis yaitu
pengawasan pelaksanaan pemberian TPP dan
Pelaksanaan pencairan TPP. Uniuk pelaksanaan
pemberian TPP merupakan tanggung jawab dari
masing — masing kepala SKPD melaporkan proses
pelaksanaan dan pendistribusiannya kepada para
pegawai untuk diserahkan ke bapak Walikota
Lubuklinggau melalui Inspektorat, sedangkan proses
pencairannya sudah terekam secara otomatis didalam
aplikasi SIMDA Keuangan masing — miasing SKPD
dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan ini
vang akan diserahkan kepada Bapak Walikota melalui
DPPKA Kota Lubuklinggau

bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara
melakukan sidak dan pemeriksaan secara acak pada
setiap SKPD dalam jangka waktu yang dirahasiakan,
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schingga setiap SKPD tidak mengetahui kapan jadwal
dan giliran mereka untuk disidak

. sudah, hal ini didapat dari hasil sidak vang dilakukan

pihak inspektorat ke beberapa SKPD dibuktikan dengan
tidak ditemukannya bukti —bukti kecurangan absensi
pada SKPD tersebut

setiap operator absensi dimasing — masing SKPD
diberikan pelatihan yang diberikan langsung oleh pihak
BKD dan Inspektorat Kota Lubuklinggau dalam hal
penyusunan rckapitulasi absen pegawai diwilayah
SKPD nya masing — masing

iva, seluruh pelaporan yang diterima oleh pihak
Inspektorat setelah dicocokkan dengan mesin absensi
fingerprint sudah sesuai dan tidak ditemukannya
rekayasa

iya, hal ini dibuktikan di bebberapa SKPD ada
beberapa pegawai yang sama sekali tidak menerima
TPP dikarenakan tidak masuk sama sekali atau pulang
lebih awal dari waktu seharusnya

NO.7 | NAMA
INFORMAN

Sekretaris Camat
Taslim Muda, S.Sos

DAFTAR
PERTANYAAN

|

Apakah tahapan sosialisasi Peraturan Walikota telah
dilaksanakan kepada selurvh kelurahan dalam wilayah
Kecamatan Lubuklinggau Timur 1

. Bagaimana keadaaan jumlah pegawai yang menerima

TPP berdasarkan pangkat dan golongan

. Apakah semua pegawai mentaati jam masuk dan

pulang kerja

. Bagaimanakah relevansi antara laporan absensi

pegawai kelurahan yang masuk di kecamatan terhadap
pembayaran TPP

Apakah sarana dan prasarana penunjang system absensi
telah terpenuhi

Pembinaan apasaja yang diberikan terhadap operator
absensi

Apakah bendaharawan kecamatan telah inenghitung
pembayaran TPP dengan baik

Apakah proscs pencairan dana TPP telah berjalan
sesuai prosedur

Apakah setelah diberikan TPP seluruh pegawai dapat
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memenuhi serta melaksanakan tugaso pokok dan fungsi
sesuai dengan program dan kegiatan SKPD dengan
baik

10.Bagaimanakah terhadap pemberian pelavanan terhadap

masyarakat

11. Apakah dengan pemberian TPP kesejahteraan pegawai

meningkat

12.Kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan

pemberian TPP

DAFTAR
JAWABAN

. sudah, sosialisasi sudah dilakukan di aula kecamatan

Lubuklinggau timur I dihadiri oleh scluwruh Lurah
diwilayah kecamatan I ubuklinggau Timur |

. Jumlah pegawai yang menerima TPP di wilayah

kecamatan Lubuklinggu Timur 1 berjumlah 82 orang
terdiri dan golongan Il sebanyak 15 orang, golongan 1
sebanyak 65 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang

. sampai saat ini seluruh pegawai mentaati jam masuk

yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00
WIB pada hari senin s/d kamis dan pukul 08.00 s/d
pukul 17.00 WIB pada hari jumat

. sampai saat ini laporan yang masuk pada sub bagian

keuangan kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan
jumlah pembayaran TPP tidak ada perubahan dan
sangat relevan, hal ini dikarenakan setiap laporan yang
masuk ke sub bagian kcuangan merupakan laporan
yvang disusun oleh pihak kelurahan yang kemudian
dicocokan dengan absensi pada mesin fingerpnnt di
kecamatan

sampai saat ini sistem absensi fingerprint telah
terkoneksi di kecamatan schingga setiap kelurahan
dalam membuat laporan absensi kebadiran berpatokan
pada data absensi fingerprint kecamatan

pembinaan yang dilakukan berupa pelatthan dan
pemberian insentif tambahan bagi operator absensi
kecamatan schingga operator kecamatan dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya

iya, bendahara kecamatan telah melakukan
penghitungan pemberian  TPP berdasarkan absensi
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kehadiran melalui laporan kehadiran dan absensi
dengan didampingi kasubag keuangan kecamatan

sudah, proses pencairan dana TPP dilakukan
berdasarkan mekanisme vang sudah ditetapkan oleh
pihak DPPKA Kota Lubuklinggau.

. belum sepenuhnya, tetapi scbagian besar sudah mulai

memunjukan perbaikan kineja dibuktikan dengan
semakin tingginya persentase kehadiran  kualitas
pekerjaan yang semakin baik

10. pelayanan sudah semakin baik hal ini dibuktikan sudah

semakin jarangnya pegawai kelurahan maupun
kecamatan yang pulang sebelum waktunya schingga
kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih
optimal

11. berbicara tentang peningkatan kesejahteraan itu relatif

tetapt secara pribadi saya merasa cukup signifikan
dampak peningkatan kesejahteraan akibat dari program
pemberin TPP ini dan saya rasa ite tidak jauh berbeda
dengan pendapat pegawai yang lain

12. sampai saat ini belum ditemui kendsla yang berarti

karena mekanisme pemberian TPP ini kita lakukan
berdasarkan pertimjuk dan mekanisme yang telah
ditetapkan

NO.

NAMA Lurah Air Kuti

INFORMAN Nadirsyah

DAFTAR 1. Apakah tahapan sosialisasi Peraturan Walikota telah
PERTANYAAN dilaksanakan kepada seluruh kelurahan dalam wilayah

Kecamatan Lubuklinggau Timur 1

. Bagaimana keadaaan jumlzh pegawai yang menerima

TPP berdasarkan pangkat dan golongan

Apakah semua pegawai mentaati jam masuk dan
pulang kerja

Bagaimanakah relevansi antara laporan absensi
pegawai kelurahan yang masuk di kecamatan terhadap
pembayaran TPP

. Apakah sarana dan prasarana penunjang system absensi
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telah terpenuhi

. Pembinaan apasaja vang diberikan terhadap operator

absensi

. Apakah bendaharawan kecamatan tefah menghitung

pembayaran TPP dengan baik

. Apakah proses pencairan dana TPP telah berjalan

sesuai prosedur

. Apakah setelah diberikan TPP seluruh pegawai dapat

memenuhi serta melaksanakan tugaso pokok dan fungsi
sesuai dengan program dan kegiatan SKPD dengan
baik

10.Bagaimanakah terhadap pemberian pelavanan terhadap

masyarakat

11. Apakah dengan pemberian TPP kescjahteraan pegawai

meningkat

12.Kendala apa saja yang dihadapi terkait dengan

pemberian TPP

DAFTAR
JAWABAN

. sudah, Sosialisasi tingkat kota diadakan di ruang

sidang sekda lantai 2 setda Kota Lubuklinggau. Kalau
sosialisasi di kecamatan, dilaksanakan di aula kantor
kecamatan masing- masing

. Jumlah pegawai yang menerima TPP di wilayah

kecamatan Lubuklinggu Timur I berjumlah 82 orang
terdiri dari golongan Il scbanyak 15 orang, golongan 111
sebanyak 65 orang dan golongan IV sebanyak 2 orang

. sampai saat ini seluruh pegawai mentaati jam masuk

yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00
WIB pada hari senin s/d kamis dan pukul 08.00 s/d
pukul 17.00 WIB pada hari jumat

. sampai saat ini laporan yang masuk pada sub bagian

keuangan kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dengan
jumlah pembayaran TPP tidak ada perubahan dan
sangat relevan, hal ini dikarenakan setiap laporan yang
masuk ke sub bagian keuangan merupakan laporan
yvang disusun oleh pihak kelurahan yang kemudian
dicocokan dengan absensi pada mesin fingerprint di
kecamatan

. sampal saat ini sistem absensi fingerprint telah

terkoneksi di kecamatan sehingga setiap kelurahan
dalam membuat laporan absensi kehadiran berpatokan
pada data absensi fingerprint kecamatan
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6. pembinaan yang dilakukan berupa pelatthan dan
pembenan insentif tambahan bagi operator absensi
kecamatan schingga operator kecamatan dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya

7. iva, bendahara kecamatan telah melakukan
penghitungan pemberian TPP berdasarkan absensi
kehadiran melalui laporan kehadiran dan absenst
dengan didampingi kasubag keuangan kecamatan

8. sudah, proses pencairan dana TPP dilakukan
berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh
pihak DPPKA Kota Lubuklinggau.

9. belum sepenuhnya, tetapi sebagian besar sudah mulai
menunjukan perbaikan kinerja dibuktikan dengan
semakin tingginya persentase kehadiran  kualitas
pekerjaan yang semakin baik

10. pelayanan sudah semakin baik hal ini dibuktikan sudah
semakin jarangnya pegawai kelurahan maupun
kecamatan yang pulang sebelum waktunya schingga
kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih
optimal

11. berbicara tentang peningkatan kesejahteraan itu relatif
tetapi secara pribadi saya merasa cukup signifikan
dampak peningkatan kesejahteraan akibat dari program
pemberin TPP ini dan saya rasa itu tidak jauh berbeda
dengan pendapat pegawal yang lain

12. sampai saat ini belum ditemui kendala yang berarti
karena mekanisme pemberian TPP ini kita lakukan
berdasarkan pertunjuk dan mekanisme yang telah
ditetapkan
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NO.9 | NAMA
INFORMAN

' Pegawai kelurahan

Pratama Pujiandita. S.Kom

DAFTAR
PERTANYAAN

1. Apakah saudara mendapatkan dana TPP tersebut

2. Apakah menurut saudara TPP tersebut bermanfaat
dalam meningkatkan kesecjahteraan

3. Menurut saudara apakah besaran TPP tersebut cukup

DAFTAR
JAWABAN

1. ya, saya mendapatkan dana TPP tersebut tetapi

jumlahnya bervariasi tergantung dari tingkat kehadiran
dan penilaian kinerja kita sehari — hari

9

Lubuklinggau yang telah memberikan program TPP ini

3. kalau berbicara cukup atau tidak saya rasa itu relatif,
tapi secara pribadi nominal pemberian TPP in lebih
dan cukup karena besaran nominal pemberian TPP ini
bergantung pada kemampuan keuvangan daerah juga,
tapi tentu saya akan merasa lebih senang lagi jika ada

peningkatan TPP pada tahun — tahun mendatang
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 5% TAHUN 2013

TENTANG - 4 L

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU{,

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan motivasi |
kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai |
ST Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau maka |
N periu diberikan Tambeahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang

besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah; ‘

Menimbang:

p

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalag Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan |
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali}
diubah, terakhir dengan Petaturan Menteri Dalam Negerif
Nomor 21 Tabun 2011, Pemerintah Daerah dapat}
memberikan tambehan penghasilan kepada Pegawail
Negerl Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraani
pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan§
menyesuaikan kemampuan keuangan daerah; ?

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud}

' _ pada huruf a dan huruf b, , perlu menetapkan Peraturan|
RN Walikota  tentang Pemberian Tambahan Penghasilan}
Pegawai kepade Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawail
Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggat:; i

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negaraj
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan}
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanganf
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003}
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republikf
Indonesia Nomor 4286);

A
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanal
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran |
Negara Republik Indonesia Nomor 4844};

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dag
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiij
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaray]
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang}
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran|
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,}
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor}
~ 5234);

Ut

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang|
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik}
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran}
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang)
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeritah,|
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaban Daerahf
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesial
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negaral
Republik Indonesia Nomor 4737); ’

8. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun ZG0%
. tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daeral
N~ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201}
tentang Perubahar kedua Atas Peraturan Menteri D

Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok}
pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuang
Daerah {Lembaran Daerah Kota Lubuklinggan Tatrun 200§
Nomor 6 Seri A); ' :

10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 201 '

Tentang Hard Xema di Lingkungan Pemerintah Ko
Lubuklinggau.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai ’
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan|
Yota Lubuklinggau. '

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikotas|
Lubuklinggau. '

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat DPRD adalahl
lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Lubuklinggau sebagai unsuf
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikots adalab Wa.k.}l*
Walikota Lubuklinggau

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau yang|
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. .

8. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanpitnya disingkat dengan SKPD{
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.

9. Dokumen Pelaksansan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang|
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang digunakanj

— sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

10. Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PNS Sipil adalah Pegawai Negeri}
Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau :

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon{
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau. j

12. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang secara tegas ada dalam struktur
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggan; i

13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah |
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan}
kualitas yang terukur; -

14. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan
kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau oleh|
Pemerintah Kota Lubuklinggau diluar gaji dan tunjangan dalam rangkal
meningkatkan kessgjahteraan wmum pegawai berdasarkan peraturanj
perundang-undangan.

M/a %\4

- — L - v’r
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Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk:
2. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS,

b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan

d. meningkatkan disiplin kerja PNS dan CPNS.

BAB II
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ;

Pasal 3

(1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan berdasarkan}
pertimbangan yang cbyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah.

{2) Tambahan Penghasilan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikanl
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan: :
a. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja; -
b. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas;.
— ¢. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;-
d. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi; -
e. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja;
f. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif]
lainnya. g

Pasai 4 |

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan|
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk|
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah|
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam|
melaksanakan tugasnya berada di dacrah yang memiliki tingkat kesulitanj
tinggi dan daerah terpencil. :

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan|
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

{(4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah}
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban}|
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi|
kerja yang tinggi dan/atau inovasi. :

(6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangkal

peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
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BAB 1
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Bagian Kesatu
Kriteria Umum

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan dalam
hal :

a. w'fo}ume pekerjaan yang tinggi dan harns dilaksanakan diluar jam kerja
normal dan/atau hari libur, dan;

b. pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta]

koordinasi intensif dengan SKPD terkait.

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan]

dalam hal tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yangsulit
dijangkau atau keterbatasan sarana iransportasiscbagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

{3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan dalam
- hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan kerja yang memiliki
resiko tinggi.

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan
dalam hat :

a. PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan|

langka;

b. Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksudpada huruf a,
tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan|
perundang-undangan.

{5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkun prestasi kerja diberikan dalam|

hal PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi kerja.

(6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbanganj

objektif  lainnya diberikan  untuk peningkatan kesejahteraan
umum pegawai, dalam rangka :

~ a. Penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas;
b. Penunjang Peningkatan disiplin pegawai.

Pasal 6

Bagian Kedua
Kriteria Khusus

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :
a. Seluruh PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota|
Lubuklinggau kecuali PNS yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi

Guru dan PNS/CPNS pada SKPD yang mendapat Tambahan Penghasilan|

Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan|
Profesi, dan Prestasi Kerja;

b. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Kota
Lubuklinggau yang penetapannya berdasarkan Keputusan Walikota;

c. PNS Pusat/Provinsi yang diperbantukan/ dipekerjakan di l.ingku.nga.n:

Pemerintah Kota Lubuklinggau yang penempatannya berdasar]
Keputusan Walikota. . : Qs
c.Pegawei Negeri Sipil a v

1823.pdf
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(2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS dalam
hal :

a. melaksanakan cuti;

b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kota Lubuklinggau;
c. merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya;

d. sedang melaksanakan tugas belajar.

(3) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 maka kepada PNS dan CPNS tidak diperkenankan
diberikan uang lembur dan uang makan.

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai belum diberikan kepada PNS Mutasi antar |
daerah sampai dianggarkan pada APBD.

{5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Beban Kerja, Tempat
Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Prestasi Kerja, dapat

diberikan kepada SKPD yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud
Pada Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BABIV ¢
PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 7
Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Pemerintah Kota
Lubuklinggau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} masing-masing |
SKPD.

BABV <
PEMBAYARAN ¢

Pasal 8

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selarna 12 {dua belas) bulan setiap
tahunnya. .

N (2) Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. ,

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhimya bulan »
berjalan dengan memperhatkan tingkat disiplin pegawai; _

(4) Percepatan pembayaran penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu
yaitu bulan Desember tahun anggaran berjalan. _

(5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme |
pembayaran Langsung (LS). -~

(6) CPNS diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% {delapan puluh |
persen) dari besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan |

golongan dan ruang.
BAB VJ../(J ﬁ
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BABVI 7
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9 /
Peraturan i3 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap vrang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan pet..: “patannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tangal 2 Oegemeer 2013

ALIKOTA LPBUKLINGGAU /f/

Diundangk n di Lubuklinggau
pada tanggi 2 DecEmesR 2013

SEKRETAFIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ir. H. PARI{AN, MM
Pembina Ut:ma Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DA RAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR ...3¢..

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2 KPTS/DPPKA/ 2014

TENTANG

- BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN ANGARAN 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2)) Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor S50 Tahun 2013 Tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Nsgara Republik
Indonesia Nomo\r 4114); '

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeritah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995

Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; dan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2606;

. Paraturan Walikota Lubuklinggau Nomor S50 Tahun 2013

Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon

Pegawai Negeri Sipil di
Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN :

. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2014.

: Memberikan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran
2014 diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif Yainnya.

: Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau terhitung mulai bulan Januari 2014 sesuai dengan
tingkat Golongan dan Eselon sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Univers'ﬁgéefg%an B

Frelan IT R IB eotmbmas C V¥

Lingkungan Pemerintah Kota

o

a. CPNS:
Golongan I :Rp. 600.000,- (80% x Rp. 750.000,-)
Golongan I : Rp. 680.000,- (80% x Rp. 850.000,-)
Golongan III : Rp. 800.000,- (80% x Rp.1.000.000,-)
b. PNS Non Eselon
Golongan 1 : Rp. 759.000,-
Golongan II : Rp. 850.000,-
Golongan III : Rp. 1.000.000,-
Golongan IV : Rp. 1.200.000,-
c. PNS Struktural
Eselon V : Rp. 1.100.000,-
Eselon IV.B : Rp. 1.200.000,-
Eselon IV.A : Rp. 1.400.000,-
Eselon lI1.B : Rp. 2.000.000,-
Eselon IILLA : Rp. 2.400.000,-
: Rp. 3.500.000,-
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Penerimaan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibayarkan
sesuai dengan perhitungan tingkat disiplin kerja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
mcrupaka.n bagian tidak terpisahkan dari chutusan ini.

Atasan langsung bertanggung jawab dalam pcrhxtungan
penerimaan besaran tambahan penghasilan pegawai sesuai
dengan diktum KETIGA.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Peranigkat Daerah (DPA-SKPD)
masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

Kekurangan alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai dalam
APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014 pada masir.g-
masing SKPD akan dialokasikan dalam Perubahan APBD Kota
Lubuklinggau Tahun Anggaran 2014.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini. o

A Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tang&al 2 JanuAR| 2014

/"

WALIKOTA L UKLIN GGAU,

H. SN, PRANA/POTRA SOHE

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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LAMPIRAN |
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 22 KPTS/DPPKA/2014

- TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL  DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN ANGARAN 2014

TABEL PENGURANGAN NILAI DISIPLIN PEGAWAI (NDP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

¢ NILAI
NO KOMPONEN PENGURANGAN
/ HARI

1 | Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan 4%
2 | Tidak Mengikuti Apel Pagi 1%
3 | Izin sakit tanpa keterangan dari Dokter 1,5% i
4 | Izin tidak masuk kerja urusan Keluarga/Pribadi ) 1,5%
S | Tidak Apel sore 1%

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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; S LAMPIRAN II

. KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 22 KPTS/DPPKA/2014
TENTANG ,

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN ANGARAN 2014

PENILAJAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG DITERIMA

A. DISIPLIN PEGAWAI ‘
Nilai Disiplin Pegawai (NDP) adalah 100% dikurang jumlah total
pengurangan sebagaimana lampiran 1.
NDP = 100% - ¥ Pengurangan
B. PEMBAYARAN
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan dengan perhitungan Nilai
Disiplin Pegawai (NDP) dikalikan dengan besaran tambahan penghasilan
pegawai sesuai golongan dan eselon.
TPP = NDP X TPP Maksimum

~—
Contoh Perhitungan : '
Data dari Absensi
Pegawal Kecamatan Esseion 1VA
Izin sakit tanpa keterangan Dokter : 1 han
v ' Tidak apel pagi : 2 hari
i Tidak masuk Tanpa Keterangan : 1 hari
Izin urusan keluarga : 3 hari
? Penilaian Disiplin Pegawai
_, Pengurangan Disiplin Pegawali
- Izin sakit tanpa keterangan Dokter : 1 harix 1,5% = 1,5%
Tidak apel pagi Y :2harix 1% = 2%
Tidak masuk Tanpa Keterangan : 1 hari x 4% = 4%
- Izin urusan keluarga : 3 hari x 1,5% = 4,5%
Jumlah Pengurangan Disiplin Pegawai = 1,8% + 2% + 4% + 4,5% \\\

= 12% .

Nilai Disiplin Pegawai (NDP)
NDP = 100% - % Pengurangan
100% - 12%

88%

[l

li

TPP yang diterima
TPP = 88% x Rp. 1.400.000,-
= Rp. 1.232.000,- (Belum dikurangi PPh 21}

3
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